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ABSTRACT

THE EVALUATION OF USING e-GOVERNMENT IN AN INTERNAL
SERVICE OF GOVERNMENT ORGANITATION IN KAPUAS HULU
DISTRICT MANAGED BY THE DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION, COMMUNICATION AND INFORMATION

Antonius Budi
(antonius forza@yahoo.com)

Graduate Program
Open University

The Titled of this study i1s “The Evaluation of Using e-Government in an Internal
Service of Government Organization in Kapuas Hulu District Managed by The
Department of Transportation, Communication and Information” originated from
several fundamental problems of human resources that do not support such as low
skills in using the service to access social media. Surely it would hamper the use
of e-Government system in a region.In addition, limited knowledge or ability in
technology of information makes the online operator for each SKPD becomes
ineffective in work and making work processes that use online services blocked,
so that data entry becomes slower.Inadequate information services as a result of
the government's internal organization does not all use the online service system
in performing the duties of SKPD. The limited facilities and infrastructure to
support services such as network towers, limited communication and the distances
between regions are far as well as the accessibility of the area makes the service
quality becomes hampered. This study used descriptive qualitative method. Data
collected by using observation, interview and literature study. The selection of
informants purposively by setting those informants in three categories, namely
Secretary of the Department, and the Head of Sub Section / The Head of the
Department of Transportation, Communication and Information Kapuas Hulu.
The methods of data analysis in this study was the analysis of qualitative data.
The results of this study concluded that use of the e-Government run by
Department of Communication and Information in the internal service
organization of local government in Kapuas Hulu has been implemented,
especially on local regulations.On the other hand, not all internal services
organizations in a District Government of Kapuas Hulu accessible to the public,
especially the service for each work unit area. Moreover, in the process of
utilization of e-Government run by Department of Communication and
Information in the internal service organization of local government in Kapuas
Hulu the most dominant inhibiting factors was the lack of human resources
service users and the lack of infrastructure to support the use of e-Government.

Keywords : The Evaluation of Utilization e-Government
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ABSTRAK

EVALUASI PEMANFAATAN e-GOVERNMENT DALAM LAYANAN
INTERNAL ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Antonius Budi
(antonius_forza@yahoo.com)

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan e-Government Dalam Layanan
Internal Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Dikelola
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan [nformatika™ berawal darn beberapa pokok
permasalahan yaitu sumber daya manusia yang belum mendukung seperti
rendahnya keterampilan pengguna layanan dalam mengakses media sosial
tentunya akan menghambat sistem pemanfaatan e-Government disuatu daerah.
Selain itu juga keterbatasan pengetahuan atau kemampuan di bidang teknologi
informasi membuat terbatasnya kemampuan operator onl/ine untuk setiap SKPD
membuat proses kerja yang menggunakan layanan online terhambat sehingga
limit waktu input data menjadi lambat. Informasi layanan yang belum memadai
sebagai akibat dari belum semua organisasi internal pemerintah menggunakan
sistem layanan on/ine dalam menjalankan tupoksi SKPD.Terbatasnya sarana dan
prasarana pendukung layanan seperti menara jaringan komunikasi yang terbatas,
jarak antar wilayah yang jauh serta aksesibilitas daerah masih terbatas sehingga
menghambat kualitas layanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan
studi pustaka Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan menetapkan
informan dalam tiga kategori yaitu Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan
Kasubbag/Kasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas Hulu. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data
kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemanfaatan e-
Government  yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
dalam layanan internal organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
sudah berjalan dengan baik terutama tentang peraturan daerah. Di lain sisi, belum
semua layanan internal organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terakses
untuk masyarakat terutama layanan untuk masing-masing satuan kerja perangkat
daerah. Selain itu, dalam proses pemanfaatan e-Government yang dikelola Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal organisasi
pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat faktor penghambat yang
paling dominan yaitu kurangnya sumber daya manusia pengguna layanan dan
kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pemanfaatan e-Government.

Kata kunci : Evaluasi Pemanfaatan e-Government
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kapuas Hulu
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kapuas
Hulu, dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor
7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kapuas
Hulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kapuas
Hulu  bahwa  merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemenntahan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas
Hulu melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok dan fungsinya
adalah :
“Menyelenggarakan wrusun pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibidang Perhubungan Komunikasi,
dan Informatika
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas
perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu

mempunyai fungsi :

59
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a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi, dan
Informatika;

b. Pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan Komunikasi,
dan Informatika;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawabnya;

d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana kegiatan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

¢. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara
periodik;

f. Pelaksanaan pemberian perizinan di  bidang Perhubungan dan
Telekomunikasi berdasarkan standar pelayanan yang ditentukan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Adapun struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi, dan

Informatika Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

a. Kepala Dinas, adalah unsur pimpinan pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika yang berada dibawa dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyar tugas
memimpin kegiatan pelayanan umum teknis Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan dibidang

perhubungan, komunikasi dan informatika.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) Penetapan rencana operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika;

2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika dengan instansi lainnya,

3) Penyusunan  kebijakan  tekmis  penyelenggaraan  dibidang
perhubungan, komunikasi, dan informatika,

4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis
sesual dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah
ditetapkan;

5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
dibidang perhubunan, komunikasi, dan informatika;

6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksana
kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara
periodik;

7) Pelaksana tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.

b. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Perhubungan
Komunikasi, dan Informatika, dipimpin seorang Sekretaris (Eselon I11),
mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi,
kepegawaian, organisasi dan tata laksana, administrasi umum dan

perlengkapan.
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Adapun Fungsi dari Sekretariat yaitu

1) Penyusunan rencana operasional Sekretariat;

2) Penyusunan program kerja Dinas ;

3) Pelaksana ketatausahaan keuangan Dinas;

4) Penyelenggaran administrsi kepegawaian, pengembangan sumber
daya aparatur, organisasi, dan tatalaksana Dinas;

5) Pelaksana urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan dan
perlengkapan dinas;

6) Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksana program kerja Dinas;

7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksa tugas
Sekretariat;

8) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat dibantu oleh Satu orang Kepala Sub Bagian Program,

Satu orang Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Satu orang Kepala Sub

Bagian Personil dan Umum. Subagian Program mempunyai tugas

membantu Sekretariat melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan,

pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Dinas, yang dipimpin

seorang Kepala (Eselon V), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program;

2) Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
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3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksana
Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas;

4) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

5) Pelaksana penyelarasan dan pengkompilasian program kerja dar
setiap bidang;

6) Pemantauan dan pengendalian pelaksana program kerja dari setiap
Bidang dan UPT;

7) Penyiapan bahan evalusi dan pelaporan hasil perkembangan
program kerja Dinas;

8) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan
pelaksana tugas Subbagian Program;

9) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat,
melaksanakan tugas mengelola admimistrasi keuangan Dinas, yang
dipimpin seorang Kepala (Eselon [V), untuk melaksanakan tugas
sebagaimana tersebut Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi
sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
2) Penyelenggaran tata usaha keuangan Dinas;
3) Penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan

keuangan Dinas;
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4) Penyusunan bahan laporan pelaksana tugas keuangan Dinas;

5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan
pelaksana tugas Subbagian Keuangan;

6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Subbagian Personil mempunyai tugas membantu Sekretanat
melaksanakan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi
kepegawaian, pengembangan pegawai, administrasi umum dan
perlengkapan Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV). Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Personil dan
Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum;

2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan
pegawai;

3) Penyiapan bahan laporan dan evaluasi pelaksana tugas di bidang
aparatur,

4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan
dan perlengkapan Dinas;

5) Pengelolaan barang dan perlengkapan milik Dinas;

6) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan hasil perkembangan
pelaksana tugas Subbagian Personil dan Umum,;

7) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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c. Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh Kepala Bidang ( Eselon IiI)
mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
kegiatan manajemen lalu lintas, dan pengelolaan sarana perhubungan
darat. Adapun fungsi dari Bidang Perhubungan Darat yaitu :

1) Penyusunan program kerja Bidang Perhubungan Darat;
2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Bidang
Perhubungan Darat;

3) Pelaksana kegiatan manajemen lalu lintas angkutan darat;

4) Pelaksana pencegahan dan penanggulangan kecelakan lalu lintas

serta pengelolaan sarana perhubungan darat;

5) Pengendalian pentarifan dan memberikan pelayanan perizinan

angkutan darat;

6) Pemantauan dan pengawasan pelaksana tugas pada Bidang

Perhubungan Darat;
7) Pengevaluasian pelaksana tugas Seksi — Seksi pada Bidang
Perhubungan Darat;
8) Pelaporan perkembangan pelaksana tugas Bidang Perhubungan
Darat secara pertodik;
9) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bidang Perhubungan Darat dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri
dari seorang Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat, Kepala Seksi

Keselamatan, Sarana dan Prasarana. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat,
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mempunyal tugas membantu Bidang Perhubungan Darat, dalam

melaksanakan  manajemen lalulintas angkutan darat.  Untuk

melaksanakan tugas tersebut Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat

melaksanakan fungsi sebagai berikut.

1) Penyusunan rencana kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;

2) Penyusunan rencana jaringan transpotasi dan jaringan trayek jalan
kabupaten;

3) Pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;

4) Pengkajian, penentuan dan pengendalian tarif angkutan darat;

S) Pemberian layanan perijinan angkutan darat;

6) Pengidentifikasian permasalahan lalu hintas dan angkutan darat
serta upaya pemecahannya;

7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelporan pelaksana tugas Seksi

Lalu Lintas Angkutan Darat;

8) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekst Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
membantu Bidang Perhubungan Darat, dalam mencegah dan
menanggulangt kecelakaan lalu lintas serata pengelolaan sarana
perhubungan darat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi
Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai

berikut :
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1) Penyusunan rencana kerja Sekst Keselamatan, Sarana dan
Prasarana;

2) Perencanaan lokasi pemasangan rambu lalu lintas dan alat
pengaman lainnya pada jalan kabupaten serta pelaksana analisis
daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

3) Pelaksana rekayasa lalu lintas jalan kabupaten, jalan propinsi dan
jalan nasional yang berada dalam ibu kota kabupaten;

4) Perencanaan lokast parkir dan pengorganisasian fsilitas parkir
untuk umum;

5) Pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan dan tarif
angkutan;

6) Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi
Keselamatan, Sarana dan Prasarana;

8) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perhubungan Sungai dan Danau, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang ( Eselon III ) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau,
mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas dan pengelolaan
sarana perhubungan sungai dan danau serta mengendalikan penarifan

dan memberikan pelayanan perizinan angkutan sungai dan danau,
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dengan dibantu oleh 2 Seksi Eselon IV yaitu Seksi lalu Lintas Angkutan

Sungait dan Danau, dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasana.

Adapun fungsi dari Bidang Perhubungan Sungai dan Danau sebagai

berikut.

1) Penyusunan program kerja Bidang Perhubungan Sungai dan
Danau;

2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Bidang
Perhubungan Sungai dan Danau;

3) Pelaksana kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai dan
danau;

4) Pelaksana pencegahan dan penanggulangan kecelakan lalu lintas
serta pengelolaan sarana perhubungan sungai dan danau;

5) Pengendalian pentarifan dan memberikan pelayanan perizinan
angkutan sungai dan danau;

6) Pemantauan dan pengawasan pelaksana tugas pada Bidang
Perhubungan Sungai dan Danau;

7) Pengevaluasian pelaksana tugas Seksi — Seksi pada Bidang
Perhubungan Sungai dan Danau;

8) Pelaporan perkembangan pelaksana tugas Bidang Perhubungan
Sungai dan Danau;

9) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.
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Bidang Perhubungan Sungai dan Danau dibantu oleh Pejabat
Eselon IV terdiri dari seorang Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan
Sungai dan Danau, dan Kepala Seksi Keselamatan, Sarana dan
Prasarana. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, mempunyai
tugas membantu Bidang Perhubungan Sungai dan Danau, dalam
melaksanakan manajemen lalulintas angkutan sungai dan danau. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan
Danau melaksanakan fungsi sebagai berikut.

1) Penyusunan rencana kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan
Danau;

2) Penyusunan rencana induk dan lokasi pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan;

3) Pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;

4) Pengkajian, penentuan dan pengendalian tarif angkutan sungai dan
danau;

5) Pemberian layanan perijinan angkutan sungai dan danau;

6) Pengidentifikasian permasalahan lalu lintas dan angkutan sungai
dan danau serta upaya pemecahannya;

7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelporan pelaksana tugas Seksi
Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau

8) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perhubungan Sungai dan Danau sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Seks1 Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
membantu Bidang Perhubungan Sungai dan Danau, dalam mencegah
dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serata pengelolaan sarana
perhubungan sungai dan danau. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagali
berikut.

1) Penyusunan rencana kerja Seksi Keselamatan, Sarana dan
Prasarana;

2) Perencanaan lokasi pemasangan rambu lalu lintas dan alat
pengaman lainnya pada angkutan sungai dan danau di kabupaten
serta pelaksana analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sungai
dan danau;

3) Pelaksana rekayasa lalu lintas angkutan sungai dan danau;

4) Perencanaan lokasi parkir dan pengorganisasian fasilitas parkir
untuk umum;

5) Pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan dan tanf
angkutan;

6) Pelaksana ujt berkala kendaraan motor air

7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi
Keselamatan, Sarana dan Prasarana

8) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala
Bidang (Eselon IIT) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pengelolaan Pos dan Telekomunikasi, sarana komunikasi dan
desiminasi informasi dengan dibantu pejabat Eselon IV yaitu Seksi Pos
dan Telekomunikasi dan Seksi Sarana komunikasi dan Desiminasi
Informatika.

Adapun fungsi dari Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai

berikut.

1) Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Informatika;

2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Bidang
Komunikasi dan Informatika;

3) Pengembangan telematika, dan pengelolaan pos dan
telekomunikasi;

4) Pengelolaan sarana komunikasi dan desiminasi informtika;

S) Pemantauan dan pengawasan p'elaksana tugas pada Bidang
Komunikasi dan Informatika;

6) Pengevaluasian pelaksana tugas Seksi pada Bidang Komunikasi
dan Informatika;

7) Pelaporan perkembangan pelaksana tugas Bidang Komunikasi dan
Informatika;

8) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.
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Bidang Komunikasi dan Informatika dibantu oleh Pejabat Eselon

IV terdiri dari seorang Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi, dan

Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Seksi Pos

dan Telekomunikasi, mempunyai tugas membantu Bidang Komunikasi

dan Informatika, dalam pengelolaan pos dan telekomunikasi.
Untuk  melaksanakan tugas tersebut Seksi Pos dan

Telekomunikasi melaksanakan fungsi sebagai berikut.

I) Penyusunan rencana kerja Seksi Pos dan Telekomunikasi;

2) Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan;

3) Pembenan izin penyelenggaran pos dan telekomunikasi yang
menjadi kewenangan kabupaten;

4) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten;

5) Pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan,
penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau
sejenisnya;

6) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi
serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan
negara tetangga,

7) Pementauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi
Pos dan Telekomunikasi;

8) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai
tugas membantu Bidang Komunikasi dan Informatika, dalam
pengelolaan sarana komunikasi dan desiminasi informasi. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi
Informasi melaksanakan fungsi sebagai berikut.

1) Penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Komunikasi dan
Desiminasi Informasi;

2) Pelaksana diseminasi informasi nasional dan daerah;

3) Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan
data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;

4) Pemberian izin penyelenggaraan studio dan stasiun pemancar radio
dan/atau televisi;

5) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas pengembangan kemitraan
media dan pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota;

6) Pementauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas Seksi
Sarana Komunikasi dan Desiminast Informast;

7) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala

UPT (Eselon [V) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai

wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan, pembentukan

wilayah kerja serta susunan organisasi UPT diatur tersendiri dengan
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Peraturan Bupati sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, mempunyai tugas
melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang
dimilikinya.

Dalam susunan kepegawaian pada Dinas Perhubungan
Komunikasi, dan Informatika Kapuas Hulu yang terdiri dari Jabatan
Struktural dan staf dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 orang

dengan rincian berikut.

Tabel I'V.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN
n.3
No | yeselonl PANGKAT/GOLONGAN
Gol. i Gol_ I Gol_fi Gol. IV
alblc|dajb/c|d/al b|cldla|blcid]e Jm,
1. Eselon Il B N R A
2 Eselon il e e E A E I B T 11112 A 4
3 Eselonlv. ¢ - | -} - |- - -0 -p-T- 11 ti7 -0 -0-109
4 Es’:ﬁ)’:l S N TN IS 28 O 20 - I T O A (O R O I R
Jumlah - 7|-]3/3]6/16 1,9/ 2/2{-]--]|50
Sumber: Data Pegawai, Tahun 2015
Tabel IV .2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
n4
r Eselon/ )
No Non PENDIDIKAN
Eselon
3 SD | SMP [SMA | Di D2 [D3 |[D4[Si[S2]| S3 ] Jml
1.] Eselon I1 - - - - - - - 1 R B 1
2.1 Eselon IIT - - 1 - - - - 1 2 B 4
3.} Eselon IV - - 8 - - R R _ R
4. NonEselon - 1 26 - - S - 4 - - 36
Jumlah X 1 35 | -1 -16] 1612 - 50

Sumber: Data Pegawai, Tahun 2015
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Selain aparatur Pegawai Negeni Sipil, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu juga memliki
tenaga honorer yang terdiri dari :

a. Petugas Kebersihan yang terdiri dari 1 orang;
b. Petugas Pengamanan yang terdiri dari 2 orang.

d. Penyiar Radio Rasika terdiri dari 3 orang

2. Visi Dan Misi
a. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kondisi
ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu,
sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu
termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan tersebut.

Dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala
dan tantangan lebih bervariatif maka perlu mengntisipasi tantangan
kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, didalam
mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak
tertinggal jauh.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :
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lerwwudnya Perhubungan yang tertib aman dan lancar serta pusat
pelayanan komunikasi dan informasi yang maju berkembang, berdaya
guna dan berhasil guna di Kapuas Hulu

Penjelasan makna visi :

1) Perhubungan yang tertib artinya masyarakat dan pengguna jasa
sektor transportasi, mampu berperilaku dan bertindak sebagai
manusia yang taat aturan dan memenuhi standar serta berbudaya.

2) Perhubungan yang aman, artinya memenuhi standar dan
persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

3) Perhubungan yang lancar artinya masyarakat dan pengguna jasa
transportasi tidak kesulitan dalam melakukan dan menggunakan
jasa transportasi dari satu tempat ketempat lain, schingga
membeni kemudahan bagt pengguna jasa untuk mencapai
tujuannya, hal ini karena didukung oleh SDM yang profesional.

4) Pusat pelayanan komunikasi dan informasi yang maju artinya
sarana pelayanan yang digunakan untuk berkomunikasi dan
informasi tidak tertinggal jauh dengan daerah daerah lain yang
lebih maju sehingga aksesnya lebih cepat, tepat dan canggih
dimana pengguna komunikasi dan informasi tidak tertinggal jauh
dari daerah lain yang lebith maju.

5) Pusat pelayanan komunikasi dan informasi yang berkembang,

artinya pusat pelayanan yang digunakan untuk berkomunikasi dan
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memberikan informasi dapat digunakan lebih luas dan dapat
menjangkau serta digunakan oleh semua lini dan sektor serta
wilayah yang lebih luas, hal ini karena sarana dan prasarana yang
digunakan lebih canggih dan modem.

6) Pusat pelayanan komunikasi dan informasi yang berdaya guna
artinya pusat pelayanan ini bukan hanya digunakan oleh kalangan
pemerintah saja tapi dapat juga digunakan oleh stackholder serta
seluruh lapisan masyarakat secara luas.

7) Pusat pelayanan komunikasi dan informasi yang berhasil guna
artinya pusat pelayanan yang dapat mencapai sasaran dan tujuan
yang diinginkan oleh berbagai sektor baik dari pemerintah,
swasta, maupun masyarakat luas atau dant dan untuk semua
stackholder yang menggunakannya.

Untuk mencapai visi vang telah ditetapkan tersebut di atas,
maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut.

1) Misi Pertama Meningkatkan kegiatan pengelolaan administrasi
perkantoran yang didukung oleh sarana dan prasarana, serta
aparatur yang berkualitas.

Peningkatan kegiatan administrasi perkantoran  sangat
dibutuhkan dalam memberikan kemampuan instansi dalam
pengelolaan ketatausahaan, hal ini diperlukan untuk memberikan
pelayanan, perencanaan dan mengkoordinasikan seluruh program

kegiatan pada seluruh bidang teknis, agar lebih maju dan
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berkembang. Didorong makin banyaknya masyarakat, stackholder
dan pemerintah yang memerlukan pelayanan keadministrasian
maka perlu kegiatan ini makin ditingkatkan sebagai sarana
pendukung teknis Dinas Peruhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.

2) Mist Kedua Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana perhubungan, komunikasi dan informasi untuk
mendorong kelancaran pertumbuhan ekonomi pembangunan
daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Luasnya Daerah Kapuas Hulu menuntut peningkatan
kapasitas sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan
informasi yang berkualitas dan berkuantitas, hal itu membutuhkan
keterlibatan pemodal (investor) dari luar Kabupaten Kapuas Hulu
dan peran serta pengusaha lokal. D1 samping itu letak geografis
Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia,
dengan curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang lembut /
lembab menyebabkan biaya pembangunan dan rehabilitasi serta
pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi cukup tinggi,
karenanya dibutuhkan keterlibatan pihak lain (swasta) dalam
rangka tersedianya sarana dan prasarana transportasi, Pos dan
Telekomunikasi, Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informatika

yang berkualitas dan berkuantitas.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4228, pdf

3) Misi Ketiga Memberikan pelayanan informasi, komunikasi dan
telematika kepada pemerintah daerah dan publik secara terpadu.
Merupakan komitmen Pemerintah dan seluruh komponen
bangsa bahwa kemajuan negeni ini harus diketahui dan dinikmati
oleh seluruh rakyat. Komunikasi dan informatika sebagai sarana
pembangunan nasional terus diupayakan pembangunannya
sehingga dapat menembus dan memberikan informasi dan
komunikast yang jelas, transparan, cepat dan tepat dan
pemerintah daerah ke masyarakat begitupun sebaliknya, walaupun
dalam keterbatasan dan keterisolasian daerah pedalaman dan
daerah terpencil melalur penyebaran informasi dan komunikasi,

yang makin maju dan berkembang.

B. Hasil Penelitian
1. Pemanfaatan e-Government Dalam Layanan Internal Organisasi
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemanfaatan e-Government di bidang teknologi komunikasi dan
informatika bertujuan untuk mempermudah layanan pemerintahan yang
bersifat onl/ine dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga
menjadi lebih mudah, cepat, tepat dan akurat. Oleh karena 1tu,
pemanfaatan e-Government merupakan salah satu metode yang dapat

dihandalkan dalam menunjang proses kinerja pemerintahan terutama
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internal organisasi seperti yang terdapat pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.

Berikut petikan hasil wawancara dengan informan terkait latar
belakang pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu:

Adapun latar belakang pemanfaatan e-Government di Kabupaten
Kapuas Hulu terutama yang dikelola oleh Dishubkominfo adalah
berawal dari adanya tuntutan zaman yang serba canggih selain itu
juga, dengan dimanfaatkannya e-Government diharapkan lebih
mempermudah proses kinerja pemerintah yang bersifat online,
sebagai contoh adanya layananan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik. (wawancara dengan Sekretaris Dinas).

Hal in1 terjadi, ya karena tuntutan zaman yang mengharuskan dunia

kerja pemerintahan yang tepat guna, cepat dan akuntabel, sehingga

dengan dimanfaatkannya e-Government urusan pemerintahan
diharapkan lebih baik lagi dan tahun sebelumnya. (Wawancara
dengan Kabid Kominfo)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, jelas bahwa pemanfaatan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu keharusan dunia
pemerintahan dalam upaya memperbaiki tatanan pemerintahan yang
berdaya saing guna menghadapi tantangan zaman yang serba canggih,
sehingga dengan dimanfaatkannya e-Government maka  kinerja
pemerintahan akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Agar pemanfaatan e-GGovernment tersebut baik dan tepat guna,
maka diperlukan upaya persiapan-persiapan pemanfaatan e-Government
supaya tidak menjadi suatu hambatan bagi penggunan layanan tersebut.
berikut petikan hasil wawancara terkait persoalan bagaimana pemanfaatan

e-Government dalam layanan internal organiasi Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu:
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Pemanfatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh

elemen pemerintah, masyarakat setempat maupun stakeholder atau

swasta. Dukungan tersebut berupa kesepakatan penggunaan e-

goverment antara lain support elemen, regulasi, sosialisasi dan

kontinyuitas. (wawancara dengan Sekretaris Dinas).

Pemanfaatan e-Government tidak terlepas dari kemampuan sumber

daya finansial, infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya

manusia. (Wawancara dengan Kabid Kominfo)
Pertama dan paling krusial yang harus dimiliki di dalam
pemanfaatan e-Government adalah support vyaitu dukungan untuk
dimanfaatkannya e-Government, baik dukungan dart pemerintah,
masyarakat setempat, maupun pihak stakeholder atau swasta.
Kesepakatan merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu yaitu keinginan untuk benar-benar menerapkan konsep e-
Government. Tanpa adanya unsur komitmen ini, berbagai 1nisiatif
pembangunan dan pengembangan ¢-(Government tidak akan dapat berjalan
dengan baik. Di dalam penyelenggaraan e-Government di Kabupaten
Kapuas Hulu peraturan perundangan atau regulasi yang digunakan sebagai
dasar penerapan yang melandasi yaitu sebagai berikut.
¢ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

¢ Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

e Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
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e Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

e Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 32 Tahun 2008 tentang Tupoksi
dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

Pembangunan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu berlatar
belakang dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota vyang
menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika menjadi salah satu urusan wajib yang telah didesentralisasikan
kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dalam rangka 24 memenuhi
kewajiban tersebut Pemerintah Kabupaten sebagai badan publik harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentast
untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah. Maka darn itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu sehingga terbentuk Bidang Komunikas: dan
Informatika (Kominfo) yang secara institusional sebagai bidang baru pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)
Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang komunikast dan
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informatika yang kemudian tugas pokok serta fungsi tersebut tertuang di
dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 32 Tahun 2008 tentang
Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu.

Dibentuknya Bidang Komunikasi dan Informatika melatarbelakangi
inisiatif pembangunan e-Government yang dimulat sejak tahun 2009.
Pelaksanaan  e-Governmment  menjadi  semakin  tegas  setelah
diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif mulai tanggal 30 April
2010 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan
informasi publik dan masyarakat dapat berperan meningkatkan
pemanfaatan  teknologi  informast  melalui  penggunaan  dan
penyelenggaraan sistem elektronik. Di tahun inilah pembangunan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu mulai efektif dengan mengacu
kepada kedua undang-undang tersebut sebagai landasan yuridis dengan
membangun situs website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu yakni Anp:/kapuashulukab.go.id. Dari berbagar regulasi yang
digunakan di dalam pemanfaatan e-Governmment di Kabupaten Kapuas
Hulu belum terlihat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
yang khusus mengatur tentang pemanfaatan e-Government di Kabupaten
Kapuas Hulu. Pembangunan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu

hanya berlandaskan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
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dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar penerapan, sehingga bukti
adanya kesepakatan di dalam pemanfatan e-Government terlihat kurang
kuat.

Berikut hasil wawancara dengan informan terkait sosialisasi dalam
pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh
informasi sebagai berikut.

Biasanya sosialisasi yang kita terapkan adalah sosialisasi

berkelanjutan dengan membagi wilayah dalam beberapan zona

sebagai target sosialisasi tersebut. (wawancara dengan Sekretaris

Dinas).

Yang kami lakukan selama ini adalah sosialisasi kontinyu dan

bertahap tentang pemanfaatan F£-Grovernment tersebut, sehingga

elemen masyarakat sebagar pengguna layanan mendapatkan
informasi yang lebih akurat. (Wawancara dengan Kabid Kominfo)

Sosialisast konsep e-(Government secara merata, kontinyu, dan
menyeluruh merupakan hal yang harus dilakukan untuk mendukung
suksesnya pemanfaatan /-Government di suatu daerah agar masyarakat
maupun pemerintah dapat mengetahui tentang adanya pemanfaatan e-
GGovernment tersebut. Jika masyarakat terlebih pemerintah daerah sendin
tidak mengetahui adanya pemanfaatan e-Government tersebut, maka
pemerintahan berbasis elektronik juga tidak dapat diaplikasikan secara
maksimal karena pada hakekatnya tujuan dari dimanfaatkannya e-
Government 1ni yaitu untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah

kepada masyarakat melalui transparansi dalam rangka mewujudkan

terciptanya good governance di Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah
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Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan sosialisasi sebannyak dua di
dalam memperkenalkan konsep e-Government kepada SKPD dengan
mengumpulkan seluruh Kepala SKPD se-Kabupaten Kapuas Hulu
bertempat di Dishubkominfo. Bentuk sosialisasi kepada masyarakat
dilakukan melalui website Kabupaten Kapuas Hulu itu sendiri serta media
radio yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu melalui talkshow dengan
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu sebagai narasumber.

Adapun bentuk sosialisasi yang langsung mempertemukan antara
pemerintah dengan masyarakat belum pernah dilakukan. Hal im
disebabkan karena tidak adanya anggaran yang digunakan untuk
melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Kurangnya sosialisasi terhadap
masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui
tentang  keberadaan  website  resmi  Kabupaten Kapuas Hulu
http: kapuashulukab.go.id, sehingga masyarakat pengguna website belum
mencapai tittk optimal. Masyarakat yang telah mengunjungi atau
mengakses website tersebut mengetahui dengan goog/ing sendiri atau dar
teman bukan mengetahui dan sosialisasi pemerintah.

Kontinyuitas  menunjukkan  keberlanjutan  pemanfaatan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu yang mencakup perencanaan
pengembangan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu ke depan. Bukti
keseriusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di dalam mengembangkan

e-Government ke depannya adalah dengan menyusun blue print atau buku
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induk e-Government Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan strategi
rencana pengembangan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu hingga
tahun 2015, Buku induk 1ni akan mengatur segala kebijakan
pengembangan e-Government Kabupaten Kapuas Hulu ke depan yang
antara lain menyebutkan tentang pembangunan hotspot area, pengadaan
server dan bruinware, pelatihan SDM dan UKM serta mengatur kerjasama
dengan pihak ketiga. Pengembangan e-Government akan difokuskan pada
pengintegrasian seluruh SKPD di Kabupaten Kapuas Hulu dalam satu
portal sehingga berbagai informasi maupun penyebaran data dapat
terkoordinasi dalam satu server melalui Dishubkominfo. Draf tersebut
telah disusun dan akan menjadi landasan yang cukup kuat untuk
mendukung keberlanjutan (kontinyuitas) dari penerapan e-(overnment di
Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemanfaatan e-Government sangat dipengaruhi oleh seberapa besar
kemampuan pemerintah sctempat dalam mewujudkan e-Government.
Tanpa adanya dukungan kemampuan dan pemerintah terlaksananya e-
Government akan menjadi suatu yang mustahil. Kemampuan yang sangat
mempengaruhi terlaksananya pemanfaatan e-Government di Kabupaten
Kapuas Hulu adalah sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur
teknologi informasi, dan sumber daya manusia. Berikut hasil wawancara
dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikast dan Informatika
Kabupaten Kapuas Hulu terkait kemampuan sumberdaya finansial dalam

pemanfaatan e-Government:
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Perlu diketahui bahwa salah satu hambatan dalam pemanfaatan e-

Government di Kabupaten Kapuas Hulu adalah masalah pendanaan

atau anggaran. Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah wilayah

dengan cakupan luas dan akses untuk setiap wilayah belum semua
terbuka sehingga sangat sulit untuk memanfaatkan e-Governmet bila
tidak didukung oleh anggaran yang besar.

Ketersediaan sumber daya yang cukup terutama yang berkaitan
dengan sumber daya finansial merupakan salah satu hal terpenting untuk
menunjang pelaksanaan berbagai inisiatif e-Government di suatu daerah.
Sumber daya finansial harus dipersiapkan dengan sebatk mungkin karena
tanpa adanya anggaran yang cukup maka implementasi e-Government di
suatu daerah akan menjadi mustahil. Terlebih untuk memanfaatkan e-
Government sendiri dibutuhkan anggaran yang besar oleh sebab itu,
dibutuhkan adanya komitmen darn pemerintah di dalam menyediakan
sumber daya finansial tersebut. Sumber daya finansial dibutuhkan untuk
mendukung tersedianya sumber daya lain yaitu infrastruktur teknologi
informasi dan sumber daya manusia seperti halnya untuk penambahan
pengetahuan/pelatihan pegawai, penambahan dan maintenance alat, serta
untuk biaya lainnya. Sumber daya finansial di dalam pemanfaatan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan di dalam APBD
Kabupaten Kapuas Hulu dan sepenuhnya berasal dari dana APBD dalam
bentuk pagu atau platfon karena disesuaikan dengan kondisi keuangan
daerah. Alokasi anggaran yang digunakan di dalam pembangunan e-

Government sangat terbatas dan tidak ada peningkatan anggaran yang

cukup signifikan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, anggaran hanya dapat
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difokuskan kepada pembangunan serta pengelolaan website yang
berdampak pada tidak adanya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana
prasarana lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Komunikasi dan
Informatika Dinas Hubkominfo Kabupaten Kapuas Hulu terkait
bagaimana kemampuan infrastruktur dalam pemanfaatan e-Goverment
diperoleh informasi sebagai berikut.

Untuk kemampuan infrastrukur, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

sepertinya belum mampu memenuhi semua cakupan wilayah

kabupaten. Hal ini terjadi karena wilayah yang sangat luas, dana
terbatas sehingga upaya pemenuhan infrastrukturnya pun terkendala.

Selain itu juga, dalam internal organiasi Pemda Kabupaten

KapuasHulu pun belum semua SKPD menggunakan layanan e-

Government secara online dengan sistem layanan satu atap.

Infrastruktur teknologi informasi merupakan elemen penting di
dalam pemanfaatan ¢-Government karena merupakan alat/sarana di dalam
pelaksanaannya. Tanpa adanya infrastruktur yang mendukung maka tidak
mungkin suatu pemerintahan secara elektronik tercipta. Di dalam
pemanfaatan e-Grovernment di Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya
belum terdapat peningkatan pengadaan infrastruktur teknologi informasi.
Di awal tahun 2012, di setiap SKPD telah terkoneksikan jaringan tetapi
belum dapat terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu portal, masing-
masing SKPD masih berjalan dengan menggunakan sub domain masing-
masing. Berbagai penyebaran data maupun informasi belum dapat

dikoordinasikan dalam satu server melalui Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika. Interaksi antar SKPD juga belum dapat
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dilakukan secara elektronik sehingga komunikasi tidak dapat dengan cepat
dilakukan masih harus menggunakan cara manual seperti menggunakan
surat-menyurat. Topologi jaringan yang digunakan masih bersifat lokal
internal SKPD (Dishubkominfo) yaitu menggunakan topologi jaringan
Local Area Network (LAN) oleh sebab itu, seluruh SKPD belum dapat
terhubung secara online (melalui komputer) yang memungkinkan file dan
printer sharing, remote desktop, serta kemudahan di dalam sharing data
lainnya. Pengadaan infrastruktur internal Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika baik jumlah sarana prasarana pendukung maupun untuk
maintenance alat masih sangat terbatas. Jumlah sarana prasarana baik
hardware maupun sofiware masih sangat kurang seperti kecepatan akses
jaringan internet yang sangat terbatas dan perangkat komputer yang masth
menggunakan core 2duo. Penyediaan infrastruktur yang menghubungkan
antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah telah membangun
hotspot area di beberapa area agar mempermudah masyarakat di dalam
mengakses intermet namun, di dalam pelaksanaannya juga mengalami
kendala dengan terjadi kerusakan menara hotspot pada tahun 2010 ketika
terjadi hujan petir. Akibat adanya kerusakan masyarakat yang hendak
mengakses internet tidak dapat menikmati layanan fasilitas. Belum ada
penanganan dari pihak pemerintah untuk mengatasi kerusakan tersebut.
Selain adanya hotspot, pemerintah telah membangun website resmi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yakm

http:/kapuashulukab.go.id. Di dalam pengelolaannya, website telah di
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update secara regular. berita terkini, artikel-artikel yang bermanfaat, serta
informasi-informasi penting lain seperti, perayaan hari besar maupun
kegiatan-kegiatan yang diadakan di Kabupaten Kapuas hulu. Melalui
website masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seputar
Kabupaten Kapuas hulu dan dapat memberikan berbagai komentar, kritik,
saran, maupun keluhan terhadap pemerintah melalui fasilitas yang telah
tersedia.

Berikut petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu terkait
bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut.

Untuk masalah kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia

dalam memanfaatkan layanan e-Government di Kabupaten Kapuas

Hutlu sudah memadat hanya saja jumlah pegawainya masth terbatas

sebagai operator SKPD yaitu satu orang untuk setiap SKPD. Jumlah

tersebut menurut kami belum mencukupt dalam memberikan
layanan secara online.

Ketersediaan sumber daya manusia atau pegawat yang memiliki
kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan di dalam pemantfaatan e-
Government sangat mempengaruhi kesuksesan pemanfaatan e-(GGovernment
pada suatu daerah agar dapat sesuai dengan asas manfaat yang ditharapkan.
Tanpa adanya dukungan kemampuan sumber daya manusia di dalam
memanfaatkan konsep e-Government maka pemerintahan yang berbasis
elektronik tidak akan terlaksana secara maksimal. Untuk mengelola e-

Government dibutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi
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pendidikan di bidang Tl yang mempunyai keterampilan teknis penguasaan
TI. Pada dasamya setiap SKPD di Kabupaten Kapuas Hulu telah
mempunyal teknisi yang menangani kebutuhan pengelolaan teknologi
informasi akan tetapi, kuantitasnya masih sangat kurang karena hanya ada
satu pegawal di tiap SKPD. SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika
sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan e-Government
di Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini masih sangat terbatas. Pegawai
yang mengerti T1 atau memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi
hanya berjumlah tiga orang dengan tingkat pendidikan S1. SDM baik
secara kualitatif maupun kuantitatif masih sangat kurang oleh sebab itu, di
dalam pembangunan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu menggunakan tenaga dari luar dan pengelolaan website hanya
mampu sebatas mengupload data.

Kunci kesuksesan pemanfaatan e-Government yang ketiga ialah
value. Berbagai kebijakan tidak akan diterapkan jikavtidak mempunyat
unsur value atau manfaat di dalamnya. Kebijakan pemanfaatan e-
Government mempunyai berbagai manfaat. Adapun penentuan manfaat
yang diperoleh dengan adanya pemanfaatan e-Government tidak
ditentukan oleh pemerintah sendiri melainkan masyarakat yang
berkepentingan.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh informasi
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terkait manfaat e-Government dalam menunjang kegiatan organisasi
pemerintah sebagai berikut.

Manfaat yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setelah

diterapkannya e-Government antara lain meningkatkan efektivitas

dan efistensi operastonal pemerintah di  dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder serta melalui
website  http:www. kapuashulukab.go.id ~ pemerintah  dapat
meningkatkan transparansi dalam rangka mewujudkan terciptanya
good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu.

Melalul website pemerintah dapat transparan kepada masyarakat
mengenal kegiatan pemerintahan seperti berbagai program kerja, visi misi,
serta berbagai produk hukum yang dishare melalui website sehingga
masyarakatpun dapat mengontrol kinerja pemerintah sesuai dengan prinsip
dart  good governance. Menurut hasil observasi, manfaat dan
diterapkannya e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu masih sebatas
pada pemberian informasi seputar Kabupaten Kapuas Hulu secara cepat
dan mudah. Melalui website resmi Kabupaten Kapuas Hulu
http: 'www. kapuashulukab.go.id  masyarakat pengguna layanan e-
(Giovernment mendapatkan berbagal informasi mengenai Kabupaten
Kapuas Hulu. Masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan pemerintah
dengan memberikan berbagai krittk dan saran kepada pemerintah tanpa
harus datang ke tempat melalui fasilitas yang telah tersedia pada website.
Masyarakat yang dulu awam dengan kegiatan pemerintahan menjadi lebth

mengerti dan mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh

pemerintah sehingga sekarang menjadi transparan. Namun, tidak semua
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masyarakat pengguna layanan e-Crovernment merasakan manfaat dan
adanya fasilitas tersebut. Terbukti dari beberapa masyarakat yang menilai
bahwa website belum memberikan informasi yang lengkap sehingga
informasi yang ingin didapat tidak tersedia seperti produk hukum yang
kurang lengkap dan tidak adanya data RKPD serta APBD Kabupaten
Kapuas Hulu.

Hasil wawancara berikutnya disampaikan oleh Kabid Kominfo
terkait capaian pemanfaatan e-Government dalam internal organisasi
pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut.

Elemen lain yang turut menentukan keberhasilan di dalam penerapan

e-CG;overnment yaitu dari sisi masyarakat.

Masyarakat sebagai objek dart dimanfaatkannya e-Government
merupakan elemem utama pendukung kesuksesan pelaksanaan e-
(rovernment di suatu daerah karena pada hakekatnya dimanfaatkannya e-
Government guna meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi dari
pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan e-
(GGovernment dipengaruht oleh keinginan dan niat dari masyarakat di dalam
menggunakan fasilitas pelayanan yang disediakan di dalam pemanfaatan e-
Government. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka pemanfaatan
e-Government tidak akan berhasil. Masyarakat harus memanfaatkan
fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut secara maksimal.
Masyarakat yang menggunakan fasilitas e-Government masih sangat

terbatas. Hal tersebut dikarenakan kemauan masyarakat Kabupaten Kapuas
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Hulu di dalam menggunakan fasilitas e-CGovernment yang masih kurang,
Kurang adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendukung
terlaksananya pemerintahan berbasis elektronik terbukti darn beberapa
warga yang diwawancarali mengaku belum mengetahui maupun belum
pernah mengunjungi Attp: www. kapuashulukab.go.id  karena jarang
mengakses internet. Hal lain yang menjadi penyebab terutama masyarakat
cenderung mencari hiburan daripada untuk mengakses informasi publik.
Terlepas darnt warga yang tidak mengetahu atau tidak memiliki kemauan
di dalam mengakses internet, ada juga masyarakat yang telah menjadikan
internet sebagai kebutuhan sehari-hari. Internet dipandang sebagai suatu
kebutuhan di dalam menunjang berbagai pekerjaan sehingga keinginan
terhadap pemanfaatan teknologi informasi tersebut sangat dominan.

Hasil wawancara dengan Sekretarts Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika terkait dengan budaya pemanfaatan e-Government di
Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

Bahwa budaya pemanfaatan e-Government mampu mengembangkan

budaya lokal masyarakat. Budaya lokal yang hidup di masyarakat

merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi masyarakat

akan teknologi informasi sehingga berpengaruh terhadap

kemampuan masyarakat di dalam pemanfaatan e-Government di

suatu daerah.

Selain kemampuan pegawai di dalam mengelola e-Government, juga
harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat di dalam pemanfaatan

teknologi informasi. Namun, masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu belum

sepenuhnya melek komputer atau internet. Adapun masyarakat yang telah
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mengenal internet akan tetapt Intensitas atau kemauan untuk
mengaksesnya masih rendah. Tidak adanya kemauan mengakses internet
ini disebabkan oleh budaya yang hidup di masyarakat bahwa masyarakat
lebih menyukai cara manual daripada menggunakan media elektronik di
dalam melakukan berbagai pekerjaan, terlebih pada kalangan masyarakat
yang telah berumur. Masyarakat cenderung telah nyaman menggunakan
cara yang manual, oleh sebab itu, tidak ada keinginan untuk mempelajar
komputer maupun internet karena beranggapan bahwa mereka tidak
membutuhkan teknologi informasi tersebut. Hal ini juga dikarenakan
tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Menurut observasi
yang telah dilakukan, antara masyarakat yang sering mengakses internet
dan tidak atau jarang mengakses internet tergantung pada umur dan profesi
masyarakat tersebut. Mayoritas masyarakat desa yang berprofesi sebagai
petani tidak dapat mengakses internet sehingga tidak mengetahui adanya
website resmu Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan masyarakat yang
berprofesi pelajar/ mahasiswa dan pekerja kantoran sering mengakses
internet dan membuka website resmi tersebut. Budaya i1 berpengaruh
terhadap kemampuan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu di dalam
memanfaatkan fasilitas e-Government yang ada. Masyarakat tidak
memiliki kemampuan di dalam teknologi informasi maka masyarakatpun
tidak dapat memanfaatkan fasilitas e-Government yang merupakan

pelayanan dari pemerintah dengan berbasiskan teknologi informast.
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Terlebth belum ada tindakan dari pemerintah untuk menambah
kemampuan masyarakatnya di dalam memanfaatkan teknologi informast.

Melalui wawancara dengan Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan
Diseminasi Informasi terkait dengan hasil pemanfaatan e-Goverment di
Kabupaten Kapuas Hulu menjelaskan bahwa:

Pemanfaatan e-(rovernment yang dikelola Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika dalam layanan intemal organisasi

pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, telah mencapat hasil

yang cukup memadai.

Hal 1ni bisa dilihat dari capaian pemanfaatan e¢-Government yang
dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam layanan
internal orgamsasi pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dilandasi
oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan
kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini begitu
pesat, sehingga menempatkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah daerah pada
kedudukan menguasai kedua bidang tersebut di atas.

Kabupaten Kapuas Hulu pada posisi sosio demografis pada saat ini
dan yang akan datang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak
mau juga harus terlibat dalam maju mundumya penguasaan Iptek,
khususnya untuk kepentingan pemerintah daerah. Untuk mencapai maksud
tersebut daerah di Kabupaten Kapuas Hulu menuangkannya dalam salah
satu bentuk dari tujuan dan arah pembangunan daerah, yaitu Sektor/Bidang

Iptek. Arah dari penuangan sektor Iptek dalam pembangunan daerah
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adalah dimaksudkan untuk: (1) Menentukan keberhasilan membangun
masyarakat maju dan mandin, (2) Mempercepat peningkatan kecerdasan
dan kemampuan daerah dalam merespon informasi, dan (3) untuk
mempercepat proses pembaharuan.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
sedang mengembangkan e-Government sebagat media yang berbasts
elektronik untuk percepatan informasi, efektifitas dan efisiensi serta
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. e-Government yang sedang
dikembangkan ini adalah sebuah pengintegrasian seluruh SKPD, sistem
yang ada digabungkan di dalam server pusat, dengan harapan SKPD dan
masyarakat akan semakin mudah mengakses informasi penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagar motivast untuk
mewujudkan Putussibau Digital Society dan pemahaman masyarakat
dengan teknologt berbasis informasi.

Pemanfaatan  e-Government yang sedang  dikembangkan
berdasarkan prinsip SMART (specific, measurable, attennable, rasionale,

time hound adalah :

Terwujudnya Pengelolaan Sistem Informasi yang cepat, tepat dan

®

akurat (real time)

b. Tersedianya Media Informasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bahan
bacaan bagi semua kalangan di Kabupaten Kapuas Hulu

c. Terwujudnya peningkatan pengelolaan database /ntranet Display

d. Terwujudnya masyarakat melek internet di Kabupaten Kapuas Hulu
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e. Terwujudnya Pengelolaan Pusat Internet Daerah
f.  Tersedianya Mobile Information Center
g. Tersedianya Media Center sebagai Pusat Data di Kabupaten Kapuas
Hulu.
e-Government yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah daerah di
Kabupaten Kapuas Hulu menganut prinsip aplikasi lokal dengan maksud
mengembangkan sebuah sistem elektronik dengan basis aplikasi yang
dapat memuat potensi kedaerahan, karena otonomi daerah bertumpu
kepada daerah dengan seluruh potensinya. Dengan adanya sistem ini maka
masyarakat akan semakin paham akan potensi yang dimiliki daerahnya.
Untuk 1tulah strategi e-Government yang dikelola Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah
daerah di Kabupaten Kapuas Hulu melalui tahapan-tahapan sebagai
berikut :
a) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta
terjangkau oleh masyarakat luas.
b) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.
¢) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sebagai sarana
informasi potensi daerah dan publikasi lainnya.
d) Meningkatkan peran serta duma usaha dan mengembangkan industri
telekomunikasi dan teknologi informasi

e} Mengembangkan kapasitas SDM di lingkungan pemenntahan.
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f) Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-
tahapan yang realistik dan terukur.

Dart strategi ini percepatan e-Government dengan didukung oleh
seluruh lapisan masyarakat. e-Government in1 konsepnya adalah berasal
dari proses koneksitas seluruh oganisasi pemerintah dalam rangka
percepatan pelayanan kepada masyarkat, koneksitas tersebut pada akhirnya
dapat diunduh oleh masyarakat melalui website http: ‘kapuashulukab.go.id
dengan proses transparansi dapat berjalan dengan baik. Tujuan Strategi e-
Government yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah daerah di
Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Publik

b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan

c¢. Sarana Promosi dan Investast

d. Mendorong perubahan budaya dan etos kerja birokrat

e. Antisipasi era informasi dan globalisasi

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika terkait capaian e-Government tahun 2011-
2013 di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

Capaian e-Government yang dikelola Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal organisasi

pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dart tahun 2011

hingga tahun 2013 menunjukkan hasil yang sangat baik, sebab rata-
rata capaian di atas 95 %.
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Tabel V.3
CAPAIAN e-GOVERNMENT DISHUBKOMINFO KAB. KAPUAS HULU
n.s
Aspek 2011 2012 2013
?elayanan Administrasi Perkantoran 100% 99.80% | 98,91%
Penyebarluasan informasi melalut
99.23% 98,26% | 98,96%
MCAP dan CAP
Pengelolaan  dan  pengembagan
o _ 99,23 96,33% | 99,32%
aplikasi website
Pemeliharaan dan pengembangan '
99,94% 98,31% | 99,67
pelaksana MPLIK .
Pembinaan dan  pengembangan
o o , . 100% 96,72% | 100%
jaringan komunikasi dan informasi
Sumber: Dishubkominfo, 2015
Menurut  Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika layanan administrasi perkantoran mencakup: penyediaan jasa

surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik,

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan, kendaraan dinas/operasional,

penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor,

penyediaan ATK, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyedian

peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan

peraturan, perundang-undangan, penyediaan jasa makan dan minuman,

Rakor dan Konsultasi keluar daerah, Rakor dan kunjungan kerja ke dalam

daerah, penyusunn RKA da DPA, penyediaan jasa tenaga pendukung,

administrasi /teknis perkantoran.
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Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
menjelaskan terkait dengan proses penyebarluasan pemanfaatan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu bahwa:

Penyebarluasan informasi melalut MCAP dan CAP, pengelolaan

dan pengembangan aplikasi  website, pemeliharaan  dan

pengembangan pelaksana MPLIK, pembinaan dan pengembangan

Jaringan komunikasi dan informasi terutama diperioritas pada 26

SKPD dalam lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, 14 Dinas, 1 Inspektorat, 5 Badan, 3

kantor, 1 Rumah Sakit Umum.

Pada Tahun 2013 dan 2014, e-Government yang dikelola Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal
organisast pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu  telah
mengembangkan mobile information center dengan target terwujudnya
masyarakat melek internet di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil
penelitian sebelum disediakan layanan e-Government berupa mobile
information cenfer, rata-rata pegawal yang mengirim surat, membaca
koran, telek, email, BBM/twiter, dan sms, namun sesudah

mengembangkan mobile information center meningkat terjadi perubahan

pola informasi yang dapat dilihat pada Tabel IV 4

Tabel IV 4
LAYANAN MOBILE INFORMATION CENTER
n.6
Media Sebelum Sesudah
Langganan Koran 126 32
Telp 82 24
Email 21 197 |
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Media ‘Sebelum Sesudah
BBM/Twiter IR T 96
SMS 24 ] 133
Jumlah 271 482

Sumber: Dishubkominfo, 2015

Secara visual capalan e¢-Government melalul mobile information
center yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
dalam layanan internal organisasi pemerintah dacrah di Kabupaten Kapuas

Hulu tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 1V.1

197

200 V/’/V,.,,,,,,,.\ e e e e
180 +°

160 1

140
120 +
100 v~ M8
80 + K8
60 + N
0+ B
20 47

B Sebelum

® Sesudah l

Koran Telp Email BBM/Twit SMS

Gambar [V.1]
HISTOGRAM CAPAJAN e-GOVERNMENT MOBILE INFORMATION
CENTER TAHUN 2013

Sumber : Dinas Hubkominfo, 2015

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa

layanan mobile information center yang dikelola Dinas Perhubungan
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Komunikasi dan Informatika berdampak pada pola penggunaan media
informasi oleh pegawai. Setelah disediakan layanan mobile information
center, pegawal yang berlangganan menurun, sebab berbagai berita bisa
diakses melalul web, Penggunaan telpon rumah berkurang, jumlah
pengguna email semakin meningkat.

Selama tahun 2011 hingga tahun 2013, perbandingan capaian
persentase jumlah input berdasarkan sumbernya yaitu internal layanan

Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel IV.5S

Tabel IV.5
CAPAIAN LAYANAN INTERNAL
n7
Tahun Internal Layanan
Pemerintah Daerah
2011 46%

2012 | 6%
23 | 97% T

Sumber: Dishubkominfo, 2015

Secara visual capaian e-Government input berdasarkan sumber
internal layanan Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah
daerah di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar

v.2
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i Capaian Layanan Internal Pemda
| 100% 7
80% «
60% «l
| 40% 4' -
20% v
: 0% _4;: T P R ’
( Tabun 2011 Tahun2012 Tahun 2013
Gambar 1V.2
HISTOGRAM CAPAIAN e-GOVERNMENT LAYANAN INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH

Sumber : Dinas Hubkominfo, 2015

Dari Tabel IV.5 dan Gambar IV.2 d »rat dilihat bahwa capaian e-
Government input berdasarkan sumber inter...l layanan Pemerintah Daerah
pada tahun 2011 sebesar 46%, tahun 2012 meningkat menjadi 66%, dan
tahun 2013 meningkat signifikan menjadi "~%. Hasil wawancara dengan
Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi an Informatika terkait dengan
bagaimana Implementasi e-Government di K_supaten Kapuas Hulu:

Bahwa pada tahun 2014 di lingkungan internal Pemerintah Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dalam bentuk penerapan absensi

sidik jari yang bertuyjuan meningkatkan disiplin aparatur dilingkungan
Pemerintah Daerah Putussibau. Capaian Absensi sidik jari temnyata

mampu men 1~ 1 disiplin pegaw: = hiy . 98% baik pada waktu
datang maupun pulang kantor ses 1 dengan jam kantor yang
ditetapkan.

Sementara layanan capaian e-Gov ment yang dikelola Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informa**%a dalam layanan internal
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Dari Tabel 1V.3 dan Gambar IV.3, dapat dilihat bahwa capaian e-
Government untuk layanan informasi Perda pada tahun 2011 sebesar 25%,
tahun 2012 meningkat menjadi 59%, dan tahun 2013 meningkat signifikan
menjadi 100%. Darni hasil wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid)
Komunikasi dan Informatika tentang upaya pemanfaatan e-Government di
Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh informasi bahwa:

E-Government yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dengan

menyediakan suatu layanan pengaduan bagi masyarakat (Government

helpdesk) berupa informasi, aduan, keluhan, pertanyaan usul, saran
dari masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang
bersifat mobile.

Konsep yang dikembangkan yaitu pusat interaksi pilihan yang
memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memilih media yang
cocok (website, email, call center, SMS dsb) sebagai sarana penyalur
aspirasi dan berpartisipast dalam akses serta kontrol kebijakan. Maksud dar
kegiatan tersebut adalah untuk melaksanakan fungsi pelayanan pengaduan,
keluhan, pertanyaan, usul dan saran dengan memperlancar arus informasi
antara masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga mendapatkan respon
dan terjadi komunikasi yang efektif dan transparan.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sarana Komunikasi
dan Diseminasi Informasi terkait tujuan pemanfaatan e-Government:

Dengan e-Government yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika sebagai strategi kebijakan untuk :

a. Mendapatkan masukan berupa informasi dari masyarakat sebagai
bahan evaluasi dan analisis program kerja pemerintah menuju
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perbaikan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,
serta terwujudnya pemerintah yang baik (good governance).

b. Memberikan layanan kepada SKPD dalam hal informasi
(pertanyaan, kritik, keluhan, info, usul/saran) menuju terciptanya
kondusifitas transparansi informasi.

c. Memberikan solusi secepatnya (jawaban, dan atau tindak
lanjut/teknis) atas informasi yang masuk dari masyarakat atas
program pemerintah kabupaten Kapuas Hulu.

Selanjutnya Pemanfaatan e-Government menurut hasil wawancara
dengan Kassubag Program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
bahwa:

e-Government sangat bermanfaat bagi masyarakat maksudnya

Pertama,  pelayanan jasa yang lebih baik kepada masyarakat.

Informasi disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa

harus menunggu dibukanya Kantor. Informasi dapat dican dar kantor,

rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika selama terdapat jaringan internet di

rumah. Kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku

bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparanst)
diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai pthak menjadi
lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan
adanya rasa kecurigaan dari semua pihak terhadap pemerintahan.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah

diperoleh.

Contohnya data tentang peraturan daerah (Perda) dapat ditampilkan
secara online dan digunakan oleh masyarakat pedagang sebagai referensi
untuk menentukan lokasi berjualan. Masyarakat mengetahui tentang
adminstrasi penerimaan retribusi daerah merupakan rangkaian kegiatan dan
prosedur dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, sah, hemat, dan
berdayaguna. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber keuangan daerah

dimana pemerintah daerah menyediakan jasa tertentu (jasa pelayanan pasar)

kepada masyarakat pengguna jasa pasar yaitu para pedagang. Dengan begitu
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pungutan menjadi hak pemerintah sebagai penyedia jasa tersebut. Untuk
memperlancar kegiatan administrasi tersebut diperlukan pelaksanaan yang
baik. Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan pembuatan Cetak Biru e-

Government menurut Kassubag Program diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan telekomunikasi dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan

b. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif

c. Tercapainya perbatkan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja
pemerintahan

d. Tercapainya keselarasan antara pengembangan infrastruktur e-
Government dengan kebutuhan dalam memberikan layanan masyarakat
secara efektif, efisien dan transparan.

Manfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas
yang berkaitan yaitu :

a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses
kerja secara elektronis;

b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah
negara.

Dengan demikian e-Government sangat bermanfaat bagi masyarakat

untuk melihat berbagai Perda Kabupaten Kapuas Hulu tanpa harus secara
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fisik datang ke kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau

instansi yang terkait dengan penerbitan Perda tersebut. Dari hasil survei

terhadap masyarakat yang memanfaatkan e-Government dilakukan dengan
cara melihat internet melalm situs google. Menurut Sekretaris Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bahwa untuk memanfaatkan e-

Government terlebih dahulu dilakukan sosialisasi e-office dengan tujuan

dapat dengan familiar (user friendly) memanfaatkan aplikasi Microsoft

office ke dalam e-Government.

e-Office  merupakan layanan aplikasi administrasi perkantoran,
korespondensi surat-menyurat bagi setiap pegawal  institusi secara
elektronis (office automation). Adapun manfaat e-Office antara lain :

) Transparan Dengan memanfaatkan penggunaan sistem yg sama dalam
suatu Instansi, bisnis proses pembuatan surat seragam. Penomoran surat
pun dilakukan secara sistem, sehingga menghindari adanya
penyalahgunaan

2) Responsibilty : e-office  menyimpan historis dan log setiap pembuatan
dan disposisi surat. Sehingga seluruh kegiatan surat (bahkan jika
dibatalkan terecord dengan baik.

Pemanfaatan e-office  dalam e-Government dapat menghemat
anggaran biaya, misalnya  biaya kertas, tinta, efisiensi pekerjaan.
Keberhasilan pemanfaatan e-Government sangat tergantung pada faktor
kunci yaitu :

a. Komitmen Penuh dari Top Level Management

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PR

b. Menyiapkan rancangan sistem secara komprehensif

c¢. Implementasi bertahap dan tumbuh dengan prioritas

d. Create Champion Team untuk mengawal Change Management

o

Untuk memanfaatkan

. Evaluasi berkala

e-Government,

maka Pemerintah Daerah

dikenakan biaya. Biaya pemanfaatan e-Government dapat dilihat pada Tabel

Harga
(Per User/bulan)

Rp 100.000

V.7
Tabel IV.7
Biaya Layanan Penerapan e-Government
n9
No. Paket Modul

| Layanan o
I | Standard * 5 Jenis Surat,

» 10 Jenis Kop Surat

* Training for Trainer 3 han
| * Mobile Version.

1

2 | Enterprise

Layanan

Sumber: Dishubkominfo, 2015

Catatan :

3 Add  on|

* eMail sejumlah user
* 5 Jenis Surat
* 10 Jenis Kop Surat

* Training for Trainer 3 hari Rp 125.000
* Mobile Version.
on | | jenis surat Rp 10.000
I kop surat Rp 5.000

* Pelanggan tidak memerlukan investasi apapun dalam bentuk perangkat

lunak ataupun perangkat keras

» Pelanggan tidak perlu disibukkan dengan aktivitas maintenance

perangkat keras / lunak
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» Pelanggan dapat menikmati aplikasi yang diinginkan dalam rentang
waktu yang jauh lebih singkat

» Aplikasi dapat disesuaikan dengan tata naskah dan struktur organisasi
Pelanggan

» Setiap Pelanggan akan memiliki satu lingkungan terisolasi ,sehingga
keamanan terjamin

» Dengan dukungan perangkat lunak / keras serta jaringan komunikasi PT
Telkom yang telah teruji, layanan £-Office akan selalu tersedia
kapanpun Pelanggan membutuhkan

Hasil wawancara dengan Kassubag program Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika terkait bentuk penyelenggaraan ¢-Government
di Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh informasi bahwa:

Salah satu bentuk penyelenggaraan e-Government untuk mencapal

good governance adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektromk. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang
dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional.

Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara
tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan
barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-
procurement, yaitu Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib
melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement).

Penyediaan e-Government oleh pemerintah daerah berpedoman pada

Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik
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Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

2. Faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan e-Government Dalam
Layanan Internal Organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dan hasil wawacara dengan Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan

Diseminasi Informasi tentang faktor penghambat pemanfaatan e-GGovernment
adalah:

Bahwa pemanfaatan ¢-(;overnment Dalam Layanan Internal Organisasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, juga berhadapan dengan faktor-

faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan kendala yang

berasal dari internal SKPD (Dishubkominfo) sendini sebagai pihak
pengelola e-GGovernment, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maupun
faktor eksternal yaitu, masyarakat sebagai pengguna layanan fasilitas ¢-

(GGovernment. Adapun beberapa hambatan yang terjadi di dalam

pengembangan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain :

a. Belum adanya Peraturan Dacrah Kabupaten Kapuas Hulu yang
mengatur tentang pelaksanaan e-C;overnment di Kabupaten Kapuas
Hulu.

b. Belum adanya sosialisasi langsung yang mempertemukan antara
pemerintah dengan masyarakat mengenai keberadaan website resmi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

¢. Keterbatasan sumber daya finansial.

d. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi serta adanya
kerusakan alat yang disebabkan cuaca buruk.

e. Keterbatasan sumber daya manusia  pengelola -
Government/pegawai baik dart kualitas maupun kuantitas.

f.  Keterbatasan kemampuan masyarakat di dalam memanfaatkan
fasilitas e-Gov dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya melek
komputer ataupun internet.

g Budaya lokal masyarakat yang terbiasa menggunakan cara manual
daripada menggunakan media elektronik di dalam melakukan
berbagai pekerjaan.

Selanjutnya Sekretaris Dishubkominfo Kabupaten Kapuas Hulu saat

ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa:
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Salah satu ada beberapa faktor penghambat dalam proses pemanfaatan

e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola oleh Dinas

Hubkominfo yaitu sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah,

infrastrukur yang terbatas, dan sosialisasi yang belum maksimal.

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam pemanfaatan
e-Government, dimana layanan akan menjadi efektif dan efisien bila
pengguna layanan memiliki pengetahuan tinggi tentang teknologi
informatika, terutama komputerisasi. Kurangnya pengetahuan sumber daya
manusia dalam dunia komputerisasi akan menjadi faktor tidak lancamya
proses pelayanan e-Government sehingga target yang ingin dicapai tidak
terpenuhi, sebagai akibatnya pelayanan kepada masyarakat tidak prima.
Selain faktor sumber daya manusia, kondisi fisik geografis wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu juga merupakan faktor penghambat dalam
menerapkan e-Government sebagai media layanan umum elektronik. Kondisi
fisik wilayah yang masih banyak terisolasi dengan aksesibilitas yang kurang
kondusif menjadikan sistem layanan tidak mampu menjangkau seluruh
wilayah pengguna layanan. Aksesibilitas yang kurang baik, akan berakibat
pada tidak efektifnya pelayanan melalui media e-Government tersebut. dilain
sisi, keterbatasan infrastruktur seperti kondisi jalan, penerangan dan
komunikasi mengakibatkan fungsi layanan kurang efektif, terkendala, proses
lama, dan kerusakan yang fatal sehingga target kerja yang hendak dicapai
tidak maksimal.

Berdasarkan observasi di lapangan, bahwa proses pemanfaatan e-

Government di Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola Dinas Perhubungan
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Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah
masth belum maksimal fungsinya. Hal imi terbukti bahwa belum semua satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
terhubung oleh jaringan layanan tersebut, sehingga proses layanan yang
bersifat manual masih menjadi andalan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi dan
Informatika Dishubkominfo Kabupaten Kapuas Hulu terkait faktor
penghambat pemanfaatan e-Government mengatakan bahwa:

Layanan e-Government di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang

dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih belum

maksimal karena sumber daya manusia terbatas dan infrastruktur
jaringan layanan yang masth kurang.

Untuk meningkatkan sistem layanan e-Government di wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu diperiukan kesiapan sumber daya manusia yang
handal dalam bidang tekonologi informatika sebagai pondasi dasar dalam
proses sosialisasi pemanfaatan e-Government. Semakin kuat sumber daya
manusia pengguna layanan tersebut, maka akan semakin mudah kerja layanan
dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya. Sebaliknya, kekurangan sumber

daya manusia akan menyebabkan proses pemanfaatan e-Government menjadi

tidak efektif dan tidak efisien.
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C. Pembahasan
1. Pemanfaatan e-Government Dalam Layanan Internal Organisasi
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

e-Government yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah daerah di
Kabupaten Kapuas Hulu, dalam implementasinya telah berjalan dengan
efektif. Hal ini terlihat pada: (1) Pengembangan dan optimalisasi Sumber
Daya  Kabupaten Kapuas Hulu yang  diarahkan untuk
menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti dengan
peraturan daerah. (2) Membangun Sistem Informasi yang berorientasi
kepada sistem informasi eksekutif dan sistem informasi pendukung
pengambil kebijakan. (3) Kesamaan persepsi dan satu definisi tentang data
dan informasi program pembangunan serta meningkatkan kinerja dan
koordinasi antar instansi di Kabupaten Kapuas Hulu (4) Mengintegrasikan
dan menyusun pengembangan sistem informasi berbasis teknologi
informasi guna mengakomodasi pelayanan informasi masyarakat dan
pelaku usaha.

Tercapainya e-Government  yang dikelola Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah
daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dari indikator :

a. Tersedianya data-data dan informasi yang akurat sebagai bahan acuan
kegiatan  berbagai program pembangunan serta terciptanya

kesinambungan pembangunan.
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b. Terbentuknya satu sistem informasi manajemen pemerintah yang dapat
diakses secara online dalam 24 jam per hari
c. Membangun sistem informasi luas vyang berorientasi kepada
peningkatan pelayanan dan efisiensi manajemen Pemerintahan seperti
berikut.
1) Internal Instansi Pemerintah
2) Antar Pemernintah (Government - to- Government, (G -t0-(3)
3) Antar Pemerintah dengan pelaku bisnis (Government -to-Business,
G-to-B)
4) Antar Pemerintah dengan masyarakat (Government-to-Citizens, G-
to-C)
5) Terbentuk sistem informasi elektronis Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu
d. Terciptanya satu Pusat Bank Data (Data Warehouse) dan standardisasi
data serta sistem aplikasi Pemerintah Kab Kapuas Hulu
e. Implikasi positif terhadap peningkatan ekonomi Kab Kapuas Hulu
melalui pemberdayaan informasi yang dapat diakses secara onfine pada
tingkat lokal /regional maupun global.
Dan hasil analisis manfaat e-Government bagi masyarakat Kabupaten
Kapuas Hulu yaitu :
a. Membuat mudah bagi setiap masyarakat memperoleh pelayanan dan
interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisien dan efektivitas dan

memperbaiki tanggapan/tanggungjawab sistem pemerintahan kepada
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masyarakatnya.  Selanjutnya akan membenkan va/ue, seperti:
penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan pelayanan,
memungkinkan semua masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan
lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrasi sistem pemerintahan
dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki
proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan,
mereduksi biaya transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses
pemerintahan dan menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi
yang lebih berkualitas.

c. Pemerintah tidak tertutup dengan masyarakat karena tersedianya akses
informasi, pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah dapat
berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif serta memungkinkan
meningkatkan pendapatan dari pajak.

d. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-
nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal
kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bermegara.
Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate
Governance.

e. Mengurangi secara sigmfikan total biaya administrasi, relasi, dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk

keperluan aktivitas sehari-hart.
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f. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan.

g Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan
berbagai perubahan global yang ada.

h. Membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat luas.

1. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pithak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara

merata dan demokratis.

Merujuk pada PP No 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dimana dalam
pemanfaatan e-Government di Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Kapuas Hulu telah sesuai dengan tahapan-tahapan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Adapun
tahapan-tahapan yang dimaksud vyaitu adanya evaluasi pada tahap
perencanaan (ex-ante), evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going), dan
evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (ex-post). Semua tahapan telah
dilalui oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informas selaku instansi
teknis yang menaungi seluruh SKPD yang ada di wilayah Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal menyediakan layanan elektronik untuk
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urusan pemerintahan terutama menampilkan tentang peraturan-peraturan
daerah serta penggunaannya lainnya seperti adanya proses pelelangan
barang dan jasa secara elektronik.

Selanjutnya dalam teori yang dikemukan Parson tentang studi evaluasi
kebijakan meliputi dimensi-dimensi seperti evaluasi proses pembuatan
kebijakan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif telah sesuai dengan
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu melalui Dinas Hubkominfo sebagai instanst yang menangani
permasalahan penggunaan e-Government dalam layanan internal organisasi
pemerintah untuk menunjang kinerja seluruh SKPD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya proses
sosialisasi kepada setiap SKPD tentang bagaimana penggunaan layanan
jaringan elektronik dalam pelelangan barang dan jasa pemerintah. Selain itu
juga pada tahap formatif telah berjalannya kegiatan pelelangan barang dan
jasa secara elektromk sehingga semua informasi pelelangan terbuka untuk
umum sebagai pengguna layanan. Di samping itu juga mudahnya
mengakses perda-perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sehingga
dalam melaksanakan tupoksi SKPD dapat berjalan sesuai aturan yang
berlaku. Kemudian pada tahap sumatif, adanya upaya evaluasi tentang
apakah kebijakan yang dilaksanakan mendapat respon postif atau negatif
dari pengguna layanan terutama SKPD pelaksana kegiatan.

Pendapat yang dikemukan Sufianti (2006) tentang perkembangan

teknologi  informasi dan  telekomunikasi  berpengaruh  terhadap
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penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan telah sesuai dengan upaya-
upaya yang dilakukan Dinas Hubkominfo dalam meningkatkan layanan e-
Government dalam internal organisasi pemerintah daerah Kabupaten
Kapuas Hulu. Dimana sejalan dengan berkembangnya penggunaan internet
di lingkungan pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah menyikapinya
dengan menggunakan teknologi tersebut sebagai alat untuk memperlancar
dan  meningkatkan kualitas  penyelenggaraan pemerintah.  Untuk
implementasi e-Government pemerintah telah mengeluarkan Kebikjakan
dan Strategi Pengembangan e-Government yang dituangkan melalui
INPRES No.3 tahun 2003. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah
(PEMDA), masing-masing mengembangkan situs resmi daerahnya. situs ini
berisi informasi mengenai daerah masing-masing. Selanjutnya ketersediaan
menu layanan publik pada situs pemerintah daerah sebaiknya merupakan
fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. e-
Government tidak berupa website semata, yang memuat informasi dan
pemerintah daerah tapi merupakan salah satu cara menuju good govermance
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, transparan
dan akuntabel. e-Government juga bertujuan untuk menciptakan
kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan.

Selain itu, pendapat yang dikemukan Atthur (Warta Ekonomi, diakses
3 Maret 2014) beberapa negara yang sudah cukup maju dalam
memanfaatkan e-Government antara lain adalah New Zealand, Singapore,

dan Amerika Serikat juga sesuai dengan apa yang sedang dilakukan oleh
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Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Hubkominfo
sebagal salah satu bagian dari bangsa Indonesia dalam menciptakan media
layanan elektronik untuk mendukung proses kinerja SKPD agar lebih efektif
dan efisien dalam memberikan lalayan publik yang prima. Indonesia pun
sudah mulai memanfaatkan potensi e-Government dalam berbagai sektor.
Hal ini bisa kita lihat dari media massa yang mempromosikan kemudahan
mengakses fasilitas dan pelayanan pemerintah. Lihat iklan dalam sektor
pajak, yang dan iklan tersebut bisa kita lthat pemerintah dengan slogannya
ingin menunjukkan bahwa pelayanan sektor pajak kim tidak lagi
merepotkan, tidak berbelit-belit, dan menawarkan berbagai kemudahan dan
keuntungan bagi yang melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.
Diharapkan dengan kemudahan ini, masyarakat akan tertannk membuat
NPWP dan membayar pajak. Pemerintah diuntungkan dengan masyarakat
yang membayar pajak, dan masyarakat pun diuntungkan dengan diberi
kemudahan dalam menunaikan kewajibannya. Adapun hal lain yang dapat
kita rasakan sekarang ini adalah dalam hal pelayanan umum. Kita dapat
mencar informast, mengirim saran, mengajukan permintaan, maupun
menyampaikan keluhan terhadap pelayanan pemerintah secara praktis,
dengan begitu respon pun akan lebih cepat kita rasakan. Inti dar e-
Government adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi
masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah, dan menjembatani

kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
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Masyarakat dalam memanfaatkan e-Government dengan menggunakan

website http. ‘kapuashulukab.go.id ~di dalamnya sudah terdapat menu-

menu:

)

. Beranda yang memuat informasi umum seputar layanan e-Government

b. Profil, yang memuat : visi-misi, selayang pandang, geografi, struktur

organisasi, dan penghargaan.

c. Pemerintah, yang memuat. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,
Pejabat Legislatif, Periode Kepala Daerah, Kecamatan, Forkopimda dan

PKK.

d. Situs SKPD yang memuat: Sekretaris Daerah, Badan, Dinas, Kantor, dan

Kecamatan.

e. Potensi Daerah yang memuat: Taman Nasional, Objek Wisata dan

Kebudayaan.

f. Peraturan yang memuat: Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah.

Penyediaan layanan e-Government oleh pemerintah kabupaten Kapuas
Hulu telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 tahun
2013 tentang Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan e-Government
Pemerintah Kabuapten Kapuas Hulu. Penyediaan Cetak Biru dan Aksi
Strategis e-Government Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan untuk

memberikan panduan buku pengembangan e-Government dengan ruang
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lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun pentingnya
penyediaan dokumen Cetak Biru ini adalah sebagai berikut.
a. Penyeragaman perencanaan pengembangan e-Government di lingkungan
dinas/instansi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu
b. Standarisasi arsitektur maupun fungsi sistem aplikasi e-Government di
dinas/instansi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu
c. Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan e-Government
Kabupaten Kapuas Hulu yang komperhensif, efisien dan efektif
d. Mengintegrasikan dan menyusun pengembangan sistem informasi
berbasis teknologi informasi guné fnenéakomodasi pelayanan informasi
masyarakat dan pelaku usaha
Pengembangan penyediaan e-Government merupakan upaya untuk
mengembangkan  penyelenggaraan  kepemerintahan yang  berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan
publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government
dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan
pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.
Segala bentuk pembiayaan Penyediaan layanan e-Government dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Penyediaan layanan e-(Government pemerintah kabupaten Kapuas
Hulu dapat dikategorikan telah efektif meskipun baru sebatas layanan
informasi dan aduan (belum sampai pada layanan transaksional) dengan

menggabungkan teknologi SMS dan email sebagai pelengkap layanan yang
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sudah ada. Selama periode penelitian ini dapat diketahui bahwa ada
peningkatan jumlah input rata-rata per bulan. Hasil ini membuktikan bahwa
penerapan layanan e-Government telah mampu mengatasi persoalan akses
informasi dan penanganan persoalan bagi masyarakat yag memiliki tingkat
mobilitas tinggi tanpa harus meluangkan waktu, tenaga dan biaya tinggi
dibandingkan bila harus datang langsung ataupun harus mengikuti event
tertentu.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rossel, Finger dan Misuraca
(2006) bahwa konsep mobile e-government for mobile person sangat sesuai
dengan tipe layanan cepat bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi.
Berdasarkan hasil pengamatan selama periode waktu penelitian 1ni,
pemanfaatan e-Government ternyata telah mampu mengurangi resiko
aktivitas kerja di tingkat internal organisasi. Sumberdaya manusia (aparatur)
dan anggaran yang terbatas menjadi lebih efisien dalam mengelola dan
menangani informasi, aduan dan saran dari masyarakat. Penanganan
permasalahan yang sama akan dilayani dengan respon yang bersifat
otomatis. Sejak layanan ini dimanfaatkan, Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu lebih banyak mendapatkan input langsung dart masyarakat baik
sebagai evaluasi kinerja pemerintahan serta mendapatkan masukan bagi
penyusunan program kerja di periode waktu selanjutnya. Hasil ini sejalan
dengan pendapat Bonham (2001) bahwa penerapan e-Government akan

menghasilkan potensi keuntungan baik secara langsung maupun tidak
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langsung yaitu layanan yang efisien, layanan baru dan lebih baik (efektif),
peningkatan partisipasi dan transparanst.

e-Government mewujudkan pergeseran paradigma bagaimana layanan
diberikan kepada publik. Pergeseran ini melibatkan transisi dari satu model
pelayanan ke model lain dengan perubahan radikal dalam posisi pemerintah
terhadap masyarakat dan inisiatif-inisiatif bisnisnya. Masyarakat tidak lagi
perlu bertemu secara langsung dengan pemerintah dan tidak perlu tahu siapa
yang melayaninya, bahkan dilayani oleh antarmuka web sebagai latar kantor
didukung oleh sistem informasi atau back office yang berbeda-beda
(Enoksen, 2004).

Melalui e-Government, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membentuk jaringan
sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi
pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua
informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.
Dengan demikian, seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha,
dan pihak-pithak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan
informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Pengembangan e-
Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pembuatan situs web
pemerintah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan

pengembangan e-Government secara sistematik melalui tahapan yang nyata
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dan dapat terukur. Pembuatan situs web pemerintah ini merupakan tingkatan
awal dalam pengembangan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar
masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada
informasi dan layanan pemerintah, serta ikut berpartisipasi di dalam
pengembangan layanan administrasi publik dengan menggunakan media

internet.

2. Faktor penghambat pemanfaatan e-Government Dalam Layanan Internal
Organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Menurut Rahardjo (2001), ada beberapa hambatan dalam implementasi
e-Government di Indonesia antara lain :
a. Budaya berbagi (sharing) belum ada. Budaya berbagi (sharing) informasi
dan mempermudah urusan belum membudaya di Indonesia.
b. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang
dihadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apa saja.
¢. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah
bidang yang baru. Pemerintah umumnya kurang memiliki SDM yang
handal di bidang TI. Sedangkan SDM yang handal ini sebagian besar ada
di lingkungan industri/bisnis.
d. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur
telekomunikasi di Indonesia belum tersebar secara merata. Terdapat di
berbagai daerah masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran

listrik, misalnya ada, harganya masih relatif mahal.
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e. Tempat akses yang terbatas. Jumlah tempat akses informasi masih sangat
terbatas.

Pendapat Rahardjo (2001) di atas, sesuai dengan fakta di lapangan yang
menjadi hambatan dalam pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas
Hulu. Selain sumber daya manusia yang terbatas juga sarana dan prasarana
yang belum memadai serta jangkauan wilayah yang terlalu luas dan terisolir
merupakan faktor penghambat yang sangat fatal dalam pemanfaatan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu. D1 samping hambatan di atas, terdapat
pemahaman yang kurang dari pihak Pemerintah Daerah mengenai esensi dan
tujuan penerapan e-Government ini. Selain pendapat bahwa konsep e-
Government 1ni sangat menguntungkan dan dapat mempermudah proses
layanan pemerintah ke masyarakat, namun disisi lain masih ada yang
berpendapat dan menyatakan keraguannya terhadap pendayagunaan e-
Government. Pemerintah hanya menganggap konsep e-Government hanyalah
semata-mata kewajiban yang harus dilaksanakan dan otomatisasi sistem,
sehingga tidak mengubah cara kerja pemerintah/birokrasi. Oleh karena itu
esensi dari tujuan penerapan konsep e-Government tidak akan tercapai.

Dari sisi aturan dan pedoman nampaknya masih mencari model tentang
gambaran yang jelas tentang implementasi e-Government di Kabupaten Kapuas
Hulu. Maka tidak heran masih banyak pegawai Pemerintah Daerah yang
ditugaskan dalam mengelola e-Government bertanya-tanya seperti apakah e-
Government yang ideal itu dari sisi back office maupun front office. Jika pun

tidak bertanya umumnya pihak Pemerintah Daerah akan akibat belum adanya
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standardisasi dan sosialisasi yang jelas tentang bagaimana penyelenggaraan
situs pemenintah daerah yang riil dan ideal. Artinya walapun undang-undang,
peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada namun masing-masing
Pemerintah Daerah masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena
persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan “ngambang’
mengambil bantuan tenaga dar luar (owtsourcecing) yang pada akhirnya
terjemahan Implementasinyapun belum tentu sesuai. Dalam banyak kasus
bentuk keluaran situs web Pemerintah Daerah hanya sekedar situs lembaga
yang berisi layanan informasi saja tanpa ada manfaat lain dari situs tersebut.
Faktor lain yang memiliki kaitan dengan poin di atas adalah belum
tersediannya sumber daya manusia (SDM) yang memadat atau minim dari segi
skill dan manajerial dalam pengelolaan situs Pemerintah Daerah, hal 1m
menjadikan banyak pemkab dan pemkot yang ragu menerapkan e-Covernment.
Konteks disini memperlihatkan bahwa pelaksanaan e-Government tidak
sejalan dengan ketersediaan dan kesiapan dart pithak Pemerintah Daerah dalam
penyediaan sumber daya yang handal untuk mengelola situs e-Government.
Lebih jauh lagi pada akhirmya mereka memaksa sumber daya yang ada untuk
melaksanakan kegiatan e-Government dengan keterbatasan pengetahuan dan
ketrampilan. Apabila SDM diambilkan dari pthak luar maka akan terjadi
kurangnya rasa memihiki karena anggapan bahwa implementasi situs web
Pemerintah Daerah merupakan “proyek”, yang pada akhimnya begitu selesai
proyek, maka kegiatan tersebut dianggap telah selesai, tanpa memuncul

kesadaran untuk melakukan pemeliharaan dan menegakkan keberlanjutannya.
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Bila melihat kondisi geografis Kapuas Hulu yang merupakan daerah
sungali dan serta kondist alam yang berstruktur banyak bukit serta
pegunungan, maka hal imijuga merupakan kendala vyang perlu
dipertimbangkan, untuk dapat mempersiapkan pendanaan (budget) dapat
dipastikan akan memakan biaya yang banyak.

Secara faktual sebagian besar kantor pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu daerah sudah memiliki koneksi LAN dan sebagian kecil yang telah
memiliki koneksi LAN. Meskipun sudah memiliki koneksi LAN di kantor
pemerintah kabupaten Kapuas Hulu, tetapi pertukaran data melalui komunikasi
data belumlah banyak dilakukan, mengingat ketiadaan data dan informasi yang
diharapkan karena masih rendahnya konsepsi basis datanya. Hal in1 disebabkan
karena kultur mendokumentasikan belum lazim. Bahkan arsip atau dokumen
pribadi belum terkelola dengan baik, dapat menjadi hambatan dalam integrasi
dan pertukaran data. Pada sisi lain dalam hal koneksi ke internet instansi
pemerintah di daerah secara sekilas kadang tidak mempunyai pilihan yang
terlalu banyak untuk dapat melakukan koneksi ke internet, mengingat di
beberapa kecamatan hanya tersedia sedikit provider internet, berakibat
pada sering ditemui Pemerintah Daerah yang hanya bergantung pada satu
provider saja tanpa ada pilihan lain.

Kenyataan di atas tentunya memiliki  keterkaitan pada terbatasnya
tempat akses informasi. Tempat akses informasi (khususnya internet)
jumlahnya masih terbatas, bila tersedia umumnya mengelompok hanya di

sekitar lembaga perguruan tinggi berupa warnet dan penyediaan layanan wi-fi
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( area hot spot ). Selain perguruan tinggi beberapa sekolah menengah atas telah
mulai mengembangkan fasilitas tempat akses informasi, namun di instansi
pemerintah belum atau masih sangat terbatas.

Faktor penghambat lainnya masih belum meratanya kemampuan/skill
individu masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-Government karena
mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah. Ini
menjadi  faktor yang menyebabkan keraguan dalam memanfaatkan e-
Government di jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kemudia dikaitkan dengan pendapat
Parson tentang studi evaluasi kebijakan terutama pada tahap yang ketiga yaiu
evaluasi sumatif, dimana faktor yang menghambat dalam proses pemanfaatan
e-Government dalam layanan internal organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola oleh Dinas Hubkominfo adalah pada
unsur sosialisasi program layanan e-Government yang belum optimal
dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terutama wilayah-
wilayah kecamatan dan desa-desa. Kurangnya sosialisasi merupakan akibat
dari terbatasnya tenaga lapangan untuk melakukan proses sosialisasi dimaksud
sehingga belum semua lapisan masyarakat merasakan penggunaan media

layanan e-Government tersebut.
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D. Implikasi Penelitian
Berikut beberapa implikasi untuk meningkatkan penerapan e-

Government di Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran situs web Pemerintah
Daerah maka pemerintah daerah perlu membuat master plan dan grand
strategy e-Govyang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan
pemerintah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi
membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep
belaka. Selain itu pihak pemerintah daerah perlu memikirkan anggaran
operasional serta anggaran pemeliharaan yang memadai. Oleh karenanya
perlu penekanan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran e-
(G;ov pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta menempatkan
program e-Gov sebagai skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya.

2. Untuk SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatthan SDM di
bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi. Secara
pragmatis hendaknya pelatthan tersebut bersifat “inhouse” di  tingkat
penyelenggara  pemerintah  daerah  agar diperoleh  pemahaman
dan /iteracy yang  menyeluruh  dikalangan  pegawai  pemerintah
daerah. /n house training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah
maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tingi yang
ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara sentralisast
(oleh Depkominfo melalui Diklat terpadu) dan secara desentralisasi

dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik Depdagri

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4p331.pdf

atau Lembaga Pendidikan milik swasta yang bekerjasama dengan
Depkominfo, maupun perguruan tinggi. Selain itu diklat ini dapat
dilaksanakan sendiri oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang lebih
tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi e-Government.
Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi e-(Government perlu
penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah,
Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk
disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah perlu diubah pandangan
tentang keberhasilan pelaksanaan e-Gov, bukan terletak pada teknologinya
tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya pada sisi
manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan e¢-GGovernment, baik
untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur
organisasi yang ada di departemen, kementerian dan Lembaga pemerintah
Non Departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang
menangani e-Government disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari
struktur organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam
pengelolaan dan implementasi e-Government di pemerintahan daerah. Hal
lain yang perlu diingat, bahwa di dalam manajemen e-Government
kepedulian pimpinan baik dalam anggaran, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi adalah penting. Situs web Pemerintah Daerah akan memberikan
manfaat lebih apabila memberikan akses publik untuk berinteraktif melalui
situs web Pemerintah Daerah tersebut tanpa diwakilkan oleh admin.

Fenomena ini akan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah beserta
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Jjajaran di mata publik. Berdasarkan pengamatan penulis, ada korelasi yang
signifikan antara kemajuan penyelenggaraan e-Gov dengan /7
literacy kepala daerah.

3. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana; maka diperlukan suatu
solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak
swasta, khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang
tentunya menguntungkan ke dua belah pihak.

Selain 1tu, secara teknis pihak pemerintah daerah perlu membuat
masterplan e-Government yang bisa melibatkan semua satuan kerja yang
mencakup aspek pembangunan infrastruktur, aplikasi, sumber daya
manusia, perundang-undangan dan anggaran. Bila di perlukan maka pihak
Pemerintah Daerah bisa melibatkan pihak ketiga (konsultan) dalam
membuat masterplan yang bisa memfasilitasi kebutuhan dan keinginan
semua satuan kerja. Akan tetapi harus diingat jangan sampai peran
konsultan tersebut hanya "menginduk” pada salah satu satuan kerja karena
tidak  menjadikan e-Government komprehensif,  selain  itu  perlu
dipertimbangkan pilihan konsultan yang bukan berorientasi pada uang dan
bisnis tetap lebih yang mengutamakan pada profesionalisme kerja.
Didalam perencanaan tersebut harus mendahulukan hal-hal yang
bersentuhan dan yang memiliki dampak langsung pada publik seperti
masalah perizinan, pajak, kependudukan dan sebagainya. Setelah hal
tersebut terpenuhi baru dipikirkan hal-hal kebijakan lain yang akan

dituangkan dalam implementasi e-Government. Yang terakhir dalam kasus
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ini, pemerintah daerah dibantu pihak swasta harus melakukan penambahan

akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua kalangan

masyarakat dari atas hingga bawah. Termasuk dalam hal ini adalah
menetapkan tarif yang transparan dan terjangkau untuk semua kalangan.

Kalau perlu pihak pemerintah sedikit memberikan tekanan agar tercapai

deferensiasi tarif khusus untuk menunjang pelaksanaan e-Government.

4. Untuk mengatasi belum meratanya kemampuan/skill masyarakat tentang
penggunaan e-Government maka diperlukan strategi sosialisasi kepada
masyarakat dengan beberapa tahapan yaitu :

a. Tahapan sosialisasi yang pertama adalah ditujukan kepada pimpinan
lembaga pemerintah. Karena secara kultur faktor pemimpin sangat
memegang peranan dalam implementasi e-GGovernment. Banyak contoh
keberhasilan pelaksanaan e-Government di berbagai negara, daerah atau
kantor pemerintah disebabkan karena faktor ski// dan kepedulian
manajemen para pemimpinnya.

b. Tahapan ke dua adalah memberikan penekanan dalam sosialisasi e-
Government di kalangan para pimpinan tentang manfaat yang bisa
diperoleh dari penggunaan ICT dalam tata pemerintahan. Baik itu dari
segi politis, ekonomi, produktivitas kerja pegawai dan juga image di
mata masyarakat.

c. Tahapan ke tiga, adalah melibatkan semua bagian dalam lembaga
pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam

merumuskan dan membuat rencana induk (masterplan) pelaksanaan e-
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(GGovernment daerah dan instansi. Keterlibatan DPR memiliki peran
penting dalam kesuksesan pembangunan e-Government semua elemen
pemerintahan harus terlibat di dalamnya.

d. Tahapan ke empat dalam  sosialisasi e-Government  adalah
memberikan brand awurness kepada para masyarakat luas tentang
manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam e-Government.
Mengingat beragamnya status sosial dan ekonomi masyarakat maka
yang pertama diberikan penekanan sosialisasi adalah golongan
masyarakat yang memilikt status sosial ekonomi menengah ke atas
terlebih dahulu, karena mereka Iebih dekat dengan teknologi internet
dan konsep e-GGovernment. Selain itu cara ini juga akan mampu
menjadikan mereka untuk menjadi stimulan pendorong bagi golongan

masyarakat lain tentang manfaat dan kegunaan e-Government.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari penelitian tentang “evaluasi pemanfaatan e-Government yang
dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dalam Layanan

Internal Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu”,

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagat berikut.

I. Pemanfaatan e-Government yang dikelola Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal organisasi pemerintah
daerah di Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan dengan baik terutama
tentang peraturan daerah. Hal ini terlihat pada jumlah peraturan daerah
yang masuk dalam media layanan elektronik dan dapat diakses sudah
mencapai 97% pada tahun 2013.

2. Adapun faktor penghambat pemanfaatan e-Government yang dikelola
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam layanan internal
organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu belum
optimalnya proses sosialisasi pemanfaatan e-Government sebagai layanan
internal - organisasi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya
tenaga lapangan dalam melaksanakan proses sosialisasi ke seluruh wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu terutama wilayah-wilayah kecamatan dan

perdesaan. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana untuk

mendukung pelaksanaan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu.

136
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B. Saran

1. Agar pemanfaatan e-Government sebagal sarana layanan internal
organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika hendaknya diupayakan
peningkatkan sosialisasi pemanfaatan e-Government sebagai media
layanan pemerintah kepada masyarakat sehingga semua satuan perangkat
kerja daerah dapat memanfaatkan e-Government dengan efektif dan
efisien.

2. Perlunya sosialisasi yang intensif tentang pemanfaatan e-Government
sebagai media layanan internal pemerintah daerah ke wilayah-wilayah
kecamatan dan perdesaan sekaligus penyedian sumber daya manusia yang
mampu menggunakan akses layanan tersebut. Agar Penyediaan layanan
pemanfaatan e-Government oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
dapat optimal, perlu diperhatikan pentingnya aspek sumber daya manusia
yaitu (a) Setiap instansi harus memiliki staf khusus/operator teknologi
informasi, (b) Perlu adanya pemerataan jumlah staf yang memiliki
pemahaman dan kemampuan teknologt informasi di setiap instansi, (c)
Perlunya pelatihan atau workshop mengenal ¢-Governmen! yang secara
langsung menggunakan komputer dan pemanfaatan teknologi informasi.,
(d) Perlunya penambahan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana

dalam layanan e-Government.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama

Umur

Jenis Kelamin
Pendidikan

Jabatan

Unit kerja dalam instansi

N

A. Pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu

|. Bagamana latar belakang pemanfaatan e-Government di Kabupaten
Kapuas Hulu?

2. Bagaimana pemanfaatan ¢-Government dalam layanan internal orgamasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu?

Bagaimana sosialisasi dalam pemanfaatan e-Government di Kabupaten

Kapuas Hulu?

U2

4. Bagaimana kemampuan sumberdaya finansial dalam pemanfaatan e-
government?

5. Bagaimana kemampuan infrastruktur dalam pemanfaatan e-Government?

6. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu?

7. Bagaimana pemanfaatan e-Government dalam menunjang kegiatan
organisast pemerintah?

8. Bagaimana capaian pemanfaatan e-Governmens/ dalam internal organisasi
pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu?

9. Bagaimana budaya pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas
Hulu?

10. Bagaimana hasil pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu?

11. Bagaimana capaian pemanfaatan e-Government tahun 2011-2013 di
Kabupaten Kapuas Hulu?

12. Bagaimana proses penyebarluasan pemanfaatan e-Government di
Kabupaten Kapuas Hulu?
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13. Bagaimana pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu?

14. Bagaimana upaya pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu?

15. Apa tujuan pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu?

16. Bagaimana bentuk pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas
Hulu?

B. Faktor Penghambat Penerapan e-Government di Kabupaten Kapuas
Hulu

17. Apa faktor penghambat pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas
Hulu?
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Lampiran 2
TRANSKRIP WAWANCARA
1. Bagaimana latar belakang pemanfaatan e¢-Government di Kabupaten Kapuas
Hulu
No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1.  Sekretaris Dinas Adapun latar belakang pemanfaatan e-
Hubkominfo Government di Kabupaten Kapuas Hulu
terutama yang dikelola oleh Dishubkominfo
adalah berawal dari adanya tuntutan zaman
yang serba canggih.selain itu juga, dengan
dimanfaatkannya e-Government diharapkan
lebih mempermudah proses kinerja pemerintah
yang bersifat online, sebagai contoh adanya
layananan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik.

2. Kabid Kominfo  Hal ini terjadi, ya karena tuntutan zaman yang
mengharuskan dunia kerja pemerintahan yang
tepat guna, cepat dan akuntabel, sehingga
dengan dimanfaatkannya e-Government urusan
pemerintahan diharapkan lebih baik lagi dan
tahun sebelumnya
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2. Bagaimana pemanfaatan e-Government dalam layanan internal organiasi
Pemerintah Kabupate Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Sekretaris Dinas ~ Pemanfaatan e-Government di Kabupaten
Hubkominfo Kapuas Hulu didukung oleh elemen
pemerintah, masyarakat setempat maupun
stakeholder atau swasta. Dukungan tersebut
berupa kesepakatan penggunaan e-goverment
antara lain  support elemen, regulasi,

sosialisasi dan kontinyuitas.

2. Kabid Kominfo Pemanfaatan e-Government tidak terlepas dar
kemampuan  sumber daya  finansial,
infrastruktur teknologi informasi dan sumber
daya manusia.
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3. Bagaimana sosialisasi dalam pemanfaatan ¢-Government di Kabupaten
Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Sekretaris Dinas  Biasanya sosialisasi yang kita terapkan adalah
Hubkominfo sosialisasi berkelanjutan dengan membagi
wilayah dalam beberapan zona sebagai target

sosialisasi tersebut.

2. Kabid Kominfo Yang kami lakukan selama 1ini adalah
sosialisasi kontinyu dan bertahap tentang
pelaksanaan e-Government tersebut, sehingga
elemen masyarakat sebagai pengguna layanan
mendapatkan informasi yang lebih akurat.
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4. Bagaimana kemampuan sumberdaya finansial dalam pemanfaatan

e-Government?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Sekretaris Dinas  Perlu diketahui bahwa salah satu hambatan
Hubkominfo dalam  pemanfaatan  e-Government  di
Kabupaten Kapuas Hulu adalah masalah
pendanaan atau anggaran. Wilayah Kabupaten
Kapuas Hulu adalah wilayah dengan cakupan
luas dan akses untuk setiap wilayah belum
semua terbuka sehingga sangat sulit untuk
menerapkan  e-Government  bila  tidak
didukung oleh anggaran yang besar.
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5. Bagaimana kemampuan infrastruktur dalam pemanfaatan e-Government?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Kabid Kominfo Untuk kemampuan infrastrukur, wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu sepertinya belum
mampu memenuhi semua cakupan wilayah
kabupaten. Hal i terjadi karena wilayah
yang sangat luas, dana terbatas sehingga
upaya pemenuhan infrastrukturnya pun
terkendala. Selain itu juga, dalam internal
organiasi Pemda Kabupaten KapuasHulu pun
belum semua SKPD menggunakan layanan e-
Government secara online dengan sistem
layanan satu atap.
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6. Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan e-
Government di Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Sekretaris Dinas  Untuk masalah kemampuan dan ketersediaan
Hubkominfo sumber daya manusia dalam memanfaatkan
layanan e-Government di Kabupaten Kapuas
Hulu sudah memadai hanya saja jumlah
pegawainya masih terbatas sebagai operator
SKPD vyaitu satu orang untuk setiap SKPD.
Jumlah tersebut menurut kami belum
mencukupi dalam memberikan layanan secara
online.
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7.  Bagaimana manfaat e-Government dalam menunjang kegiatan organisasi
pemerintah?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Sekretaris Dinas  Manfaat  yang  diperoleh  Pemerintah
Hubkominfo Kabupaten Kapuas Hulu setelah
diterapkannya e-Government antara lain
meningkatkan  efektivitas dan  efisienst
operasional pemerintah di dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat maupun
stakeholder serta melalul website
http:/'www.kapuashulukab.go.id  pemerintah
dapat meningkatkan transparansi dalam
rangka mewujudkan terciptanya  good
governance di  lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu.
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8. Bagaimana capaian pemanfaatan e-Government dalam internal organisasi
pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara
1. Kabid Kominfo Elemen lain yang turut menentukan

keberhasilan di dalam pemanfaatan e-
(;overnment yaitu dari sis1 masyarakat.
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9. Bagaimana budaya pemanfaatan e-(;overnment di Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Sekretanis Dinas ~ Bahwa budaya pemanfaatan e-Government
Hubkominfo mampu mengembangkan budaya lokal
masyarakat. Budaya lokal yang hidup di
masyarakat merupakan faktor penting yang
mempengaruhi  persepsi masyarakat akan
teknologi informasi sehingga berpengaruh
terhadap kemampuan masyarakat di dalam
pemanfaatan penerapan e-Government di
suatu daerah.
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10.  Bagaimana hasil pemanfaatan e-Goverment di Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara
1. Kasi Sarana Pemanfaatan e-Government yang dikelola
Komunikasi dan Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan
Diseminasi Informatika dalam layanan internal organisasi
Informasi pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas
Hulu, telah mencapai hasil yang cukup
memadai.
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11. Bagaimana capalan pemanfaatan e-Government tahun 2011-2013 di
Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

I.  Sekretaris Dinas Capaian e-Government yang dikelola Dinas
Hubkominfo Perhubungan Komunikasi dan Informatika
dalam layanan internal organisasi pemerintah
daerah di Kabupaten Kapuas Hulu dan tahun
2011 hingga tahun 2013 menunjukkan hasil
yang sangat baik, sebab rata-rata capain di

atas 95 %.
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12.  Bagaimana proses penyebarluasan pemanfaatan e-Government di Kabupaten
Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara
1. Kasi Sarana Penyebarluasan informasi melalui MCAP dan
Komunikasi dan CAP, pengelolaan dan pengembangan
Diseminasi aplikasi  website,  pemeliharaan  dan
Informasi pengembangan pelaksana MPLIK,
pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan  informast  terutama
diperioritas pada 26 SKPD dalam lingkup
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, 14 Dinas, 1
Inspektorat, S Badan, 3 kantor, 1 Rumah
Sakit Umum.
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13.  Bagaimana pemanfatan e-GGovernment di Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Sekretaris Dinas ~ Capaian e-Government yang dikelola Dinas
Hubkominfo Bahwa pada tahun 2014 di lingkungan
internal  Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu  dilakukan dalam bentuk
penerapan absensi sidik jarnt yang bertujuan
meningkatkan disiplin aparatur dilingkungan
Pemerintah Daerah Putussibau. Capaian
Absensi  sidik  jari  ternyata  mampu
meningkatkan disiplin pegawai, hingga 98%
baik pada waktu datang maupun pulang
kantor sesuai dengan jam kantor yang
ditetapkan.
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14. Bagaimana upaya pemanfaatan e-(;overnment di Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1.  Kabid Kominfo e-Government  yang  dikelola  Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
berusaha meningkatkan pelayanan

masyarakat dengan menyediakan suatu
layanan  pengaduan  bagi = masyarakat
(Government  helpdesk) berupa informasi,
aduan, keluhan, pertanyaan usul, saran darn
masyarakat dengan menggunakan teknologi
informasi yang bersifat mobile.
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15, Apa tujuan pemanfaatan e-Government di Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan

1. Kasi Sarana
Komunikasi dan
Diseminasi
Informasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Jawaban Hasil Wawancara

Dengan e-Government yang dikelola Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
sebagai strategi kebijakan untuk :

a. Mendapatkan masukan berupa informasi
dari masyarakat sebagai bahan evaluasi
dan analists program kerja pemerintah
menuju  perbaikan  kinerja  instansi
pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, serta
terwujudnya pemerintah yang baik (good
governance).

b. Memberikan layanan kepada SKPD dalam
hal informasi (pertanyaan, kritik, keluhan,
info, usul/saran) menuju terciptanya
kondusifitas transparansi informasi.

c. Memberikan solusi secepatnya (jawaban,
dan atau tindak lanjut/teknis) atas
informasi yang masuk dari masyarakat
atas program pemerintah  kabupaten
Kapuas Hulu.
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16. Bagaimana bentuk pemanfaatan e-GGovernment di Kabupaten Kapuas Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Kassubag Salah satu bentuk pemanfaatan e-Government
program Dinas untuk mencapai good governance adalah
Perhubungan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
Komunikasi dan elektronik. Hal tersebut merupakan wujud
Informatika dari  perubahan vyang dilakukan karena

banyaknya permasalahan yang terjadi dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah secara
konvensional.
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17.  Apa faktor penghambat pemanfaatan e-GGovernment di Kabupaten Kapuas
Hulu?

No Informan Jawaban Hasil Wawancara

1. Sekretaris Dinas Salah satu ada beberapa faktor penghambat
Hubkominfo dalam proses pemanfaatan e-Government di
Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola oleh
Dinas Hubkominfo vyaitu sumber daya
manusia,  kondisi  geografis  wilayah,
infrastrukur yang terbatas, dan sosialisasi

yang belum maksimal.

2. Kabid Kominfo Layanan e-Government di wilayah Kabupaten
Kapuas Hulu yang dikelola  Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
masih belum maksimal karena sumber daya
manusia terbatas dan infrastruktur jaringan
layanan yang masih kurang.

3. Kasi Sarana Bahwa  dengan e-Government  bahwa
Komunikasi dan pemantaatan e-Government Dalam Layanan
Diseminasi Internal Organisasi Pemerintah Kabupaten
Informasi Kapuas Hulu, juga berhadapan dengan faktor-

faktor penghambat tersebut merupakan

kendala yang berasal dari internal SKPD

(Dishubkominfo) sendiri sebagai  pihak

pengelola e-Government, Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu, maupun faktor

eksternal yaitu, masyarakat sebagai pengguna

layanan fasilitas  e-Government. Adapun
beberapa hambatan yang terjadi di dalam
pengembangan e-Government di Kabupaten

Kapuas Hulu, antara lain :

a. Belum  adanya  Peraturan  Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur
tentang pelaksanaan e-Government di
Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Belum adanya sosialisasi langsung yang
mempertemukan antara  pemerintah
dengan masyarakat mengenai keberadaan
website  resmi  Pemernintah  Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Keterbatasan sumber daya finansial.
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d. Keterbatasan  infrastruktur  teknologi
informasi serta adanya kerusakan alat yang
disebabkan cuaca buruk.

e. Keterbatasan sumber daya manusia
pengelola e-Government/pegawai baik dari
kualitas maupun kuantitas.

f. Keterbatasan kemampuan masyarakat di
dalam memanfaatkan fasilitas e-Gov

dikarenakan masyarakat belum
sepenuhnya melek komputer ataupun
internet.

g. Budaya lokal masyarakat yang terbtasa
menggunakan cara manual daripada
menggunakan media elektronik di dalam
melakukan berbagai pekerjaan.
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